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MOTTO 
 
 َنُْىَىثْناَو ُلاَمَْنااَيْوُّدنا ِجََىيَحْنا ُحَىْيِش  
“Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia” 
(Q.S Al-Kahfi :46) 
 
 ْمُه ًباَدآ اْو ُنِسْحأَو ْمَُكدَلاَْوأ اْوُِمرْكَأ 
 “Muliakanlahanak-anakmu dan baguskanlah pendidikan mereka” 
(H.R At-Thabarani dan Khatib) 
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PEDOMAN TRANSLITERASI 
 Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas 
Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta didasarkan pada 
Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI 
Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman 
transliterasi tersebut adalah : 
 
1. Konsonan 
 Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab 
dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian 
dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf 
serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin 
adalah sebagai berkut:   
 
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
ا Alif Tidak dilambangkan  Tidak dilambangkan 
ب Ba B Be 
خ Ta T Te 
ث s|a s| Es (dengan titik di atas) 
ج Jim J Je 
ح h{a h{ Ha (dengan titik di bawah) 
خ Kha Kh Ka dan ha 
د Dal D De 
ذ z|al z| Zet (dengan titik di atas) 
ز Ra R Er 
ش Zai Z Zet 
ض Sin S Es 
ش Syin Sy Es  dan ye 
ص s}ad s} Es (dengan titik di bawah) 
ض d}ad d{ De (dengan titik di bawah) 
 
 
ix 
 
ط t}a t} Te (dengan titik di bawah) 
ظ z}a z} Zet (dengan titik di bawah) 
ع „ain …‟… Koma terbalik di atas 
غ Gain G Ge 
ف Fa F Ef 
ق Qaf Q Ki 
ك Kaf K Ka 
ل Lam L El 
و Mim M Em 
ن Nun N En 
و Wau W We 
ي Ha H Ha 
ء hamzah ...ꞌ… Apostrop 
ي Ya Y Ye 
 
2. Vokal 
Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal 
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
a. Vokal Tunggal 
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau 
harakat, transliterasinya sebagai berikut: 
Tanda Nama Huruf Latin Nama 
 Fathah A A 
 Kasrah I I 
 Dammah U U 
 
 
 
 
 
 
x 
 
Contoh: 
No 
Kata Bahasa Arab Transiterasi 
1. ةتك Kataba 
2. سكذ Zukira 
3. ةهري Yazhabu 
 
b. Vokal Rangkap 
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan 
antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu : 
Tanda dan 
Huruf 
Nama Gabungan Huruf Nama 
ي...أ Fathah dan ya Ai a dan i 
و...أ Fathah dan wau Au a dan u 
 
Contoh : 
No 
Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. فيك Kaifa 
2. لسح Haula 
 
3. Maddah 
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan 
huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut : 
Harakat dan 
Huruf 
Nama Huruf dan 
Tanda 
Nama 
ي...أ 
Fathah dan alif 
atau ya 
a> a dan garis di atas 
ي...أ Kasrah dan ya i> i dan garis di atas 
و...أ 
Dammah dan 
wau 
u> u dan garis di atas 
 
 
 
 
xi 
 
Contoh: 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لاق Qa>la 
2. ميق Qi>la 
3. لىقي Yaqu>lu 
4. يمز Rama> 
 
4. Ta Marbutah 
Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu : 
a. Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau 
dammah transliterasinyaadalah /t/. 
b. Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/. 
c. Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata 
yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah 
maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/. 
Contoh :  
No 
Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لافطلأا حضوز Raud}ah al-atfa>l / raud}atul atfa>l 
2. ححهط T{alhah 
 
5. Syaddah (Tasydid) 
Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 
dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini 
tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama 
dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu. 
Contoh : 
No 
Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. اّىتز Rabbana 
2. لّصو Nazzala 
 
 
xii 
 
6. Kata Sandang 
Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu  لا. 
Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang 
yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh 
huruf Qamariyyah. 
Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan 
sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan 
huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan  kata sandang 
yang diikuti leh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesua dengan aturan yang 
digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf 
Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti 
dan dihubungkan dengan kata sambung. 
Contoh : 
No 
Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. مجّسنا Ar-rajulu 
2. للاجنا Al-Jala>lu 
 
7. Hamzah 
Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah 
ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di 
akhir kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena 
dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini : 
 
 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. مكأ Akala 
2. نورخأت Taꞌkhuduna 
3. ؤىنا An-Nauꞌu 
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8. Huruf Kapital 
Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, 
tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku 
dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan 
permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka 
yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal 
atau kata sandangnya. 
Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam 
tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut 
disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, 
maka huruf kapital tidak digunakan. 
Contoh : 
No 
Kata Bahasa Arab Transliterasi 
 لىسزلاإ محمد ام و Wa ma> Muhaamdun illa> rasu>l 
 هيمناعنا بز للهدمحنا Al-hamdu lillahi rabbil ꞌa>lami>na 
 
9. Penulisan Kata 
Pada dasarnya setiap kata baik fi‟il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. 
Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim 
dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan 
maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua 
cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai. 
Contoh : 
No 
Kata Bahasa Arab Transliterasi 
 هيقشاسناسيخ ىهن الله نإو 
Wa innalla>ha lahuwa khair ar-
ra>ziqin / Wa innalla>ha lahuwa 
khairur-ra>ziqi>n 
 ناصيمناو ميكنا اىفوأف 
Fa aufu> al-Kaila wa al-mi>za>na / 
Fa auful-kaila wal mi>za>na 
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ABSTRAK 
ANIS THOIFAH, NIM: 142131022, “TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM 
TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERKOSAAN PADA ANAK 
DIFABEL (Study Kasus Pengadilan Negeri Boyolali 
No.155/Pid.Sus/2016/PN.Byl)”. Dalam hukum Islam menolak adanya kejahatan 
seksual terhadap siapapun termasuk juga anak-anak karena Islam memandang 
anak sebagai karunia Allah SWT yang wajib untuk dijaga dan sebagai penerus 
bangsa yang baik. Dalam putusan Pengadilan Negeri Boyolali perkara 
No.155/Pid.Sus/2016/PN.Byl pelaku bersama-sama melakukan kejahatan seksual 
terhadap anak difabel yang dimana korban adalah tunagrahita, dengan memaksa 
dan melakukan kejahatan seksual secara  bergantian. 
Untuk mengkaji skripsi ini terdapat dua rumusan masalah yaitu 
pertimbangan hakim dalam memutus perkara terhadap pelaku tindak pidana 
perkosaan pada anak difabel dalam putusan No. 155/Pid.Sus/2016/PN Byl dan 
tinjauan hukum pidana islam terhadap pelaku tindak pidana perkosaan pada anak 
difabel. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan 
menggunakan metode penelitian kualitatif dengan analisis deduktif. Metode 
pengumpulan data menggunakan studi dokumentasi. Penelitian ini menggunakan 
penelitian library research (penelitian pustaka), penelitian yang akan penulis 
lakukan berdasarkan pada data putusana Pengadilan Negeri Boyolali dengan 
perkara No.155/Pid.Sus/PN/Byl dan data-data kepustakaan yang berkaitan dengan 
penelitian. 
Hasil penelitian ini ialah mengenai pertimbangan hakim dalam memutus 
perkara No.155/Pid.Sus/PN/Byl bahwa pelaku dapat di jerat dengan pasal 81 ayat 
2 Undang-undang Perlindungan Anak dan hakim mempertimbangkan hal-hal 
terkait anak sesuai Undang-undang Perlindungan Anak dan sesuai dengan 
tuntutan yaitu menjatuhkan masing-masing 10 tahun penjara dan denda masing-
masing sejumlah Rp. 2.500.000.000,00  dengan ketentuan apabila denda tersebut 
tidak di bayar diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 3 bulan 
sedangkan menurut Hukum Islam kejahatan seksual sendiri masuk dalam kategori 
memaksa zina yang pelakunya dapat di kenai hukuman berat yaitu hukuman had 
zina rajam dan/ cambuk dan korban tidak mendapat hukuman. Dan dalam Islam 
memaksa zina dan berzina berbeda, kalau berzina terdapat unsur suka sama suka 
sehingga pelaku dan korban masing-masing dikenai hukuman rajam dan/ cambuk 
sedangkan memaksa zina terdapat unsur paksaan dengan memaksa untuk 
melakukan kejahatan seksual pelaku dapat di kenai had zina yaitu rajam dan/ 
cambuk dan korban tidak di kenai hukuman. 
  
Kata kunci: Hukum Islam, Perkosaan, anak 
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ABSTRAC 
 
ANIS THOIFAH, NIM: 142131022, "A REVIEW OF ISLAMIC 
CRIMINAL LAW AGAINST THE PERPETRATORS OF RAPE VIOLENCE 
ON DISABLED CHILDREN (the Study case of Boyolali District Court No. 
155/Pid. Sus/PN/Byl)". In the law of Islamic rejects the existence of a rape  
against anyone including children because Islamic children look at the child as a 
gift of Allah SWT, which is obligatory for the guarded and as a successor of the 
nation is good. Boyolali District Court's verdict in lawsuit No. 155/Pid. 
Sus/2016/PN.Byl, perpetrators of rape together against the disabled in which 
victims were mental retardation, with force and rape in turn. 
To examine this thesis there are two formula problems, namely the 
consideration of the judge in a lawsuit against the perpetrator cut off rape violence 
on disabled children in ruling No. 155/Pid. Sus/2016/PN Byl and review the 
Islamic criminal law against the perpetrators of  rape violence on disabled 
children. The method in this research is qualitative research method with 
deductive analysis. Technique of collecting data uses documentation. This 
research uses library research, the researcher's research that will do based on data 
Boyolali District Court's verdict with the case No. 155/Pid. Sus/PN/Byl and data 
related libraries with the research. 
The result of this research is regarding the consideration of judges in 
disconnected things no. 155/Pid. Sus/PN/Byl that perpetrators can be snares with 
article 81 paragraph 2 child protection laws and judges consider things child 
related legislation The protection  of the child and in accordance with the 
demands of that is dropping each of 10 years in prison and a fine of 2,5 billion 
each with the provision that if the fine is not paid is replaced by imprisonment for 
three months of confinement while according to Islamic law's own rape fall into 
the category of forcing the culprit can be adultery charged heavy penalty, there are 
had adultery rajam punishment and whip and the victim do not receive 
punishment. And in Islam force adultery and adultery differently, if there are 
elements like same sex love so that the perpetrators and the victims of each rajam 
and whip while forcing adultery there is an element of coercion with force to do 
the crime sexual offender can be charged had adultery rajam punishment and 
whip and the victim do not receive punishment.  
 
Keywords: Islamic law, Rape, child 
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BAB 1 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang 
Indonesia merupakan salah satu negara yang berdasarkan hukum yang 
mana sistem yang dijelaskan adalah sitem konstitusionalisme. Hal ini tertuang 
dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 yang mana berbunyi: “Negara 
Indonesia berdasar atas hukum tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka”. 
Selain itu tertegas pula dalam idialisme negara kita bahkan pancasila adalah 
sebagai sistem hukum. Dimana ia merupakan sumber dari segala sumber 
hukum atau sumber hukum yang tertinggi didalam sistem atau tata hukum 
Indonesia.
1
 Pada dasarnya pancasila bertujuan untuk mencapai keserasian, 
keselarasan dan keseimbangan serta kemampuan untuk mengayomi 
masyarakat, bangsa dan negara. 
 Asas persamaan di hadapan hukum menjamin keadilan semua orang 
tanpa  memperdulikan latar belakang. Setiap warga negara dihadapan dengan 
hukum mempunyai hak yang sama dimata hukum dan tidak ada yang di beda-
bedakan. Hak asasi manusia adalah sebagian dari kehidupan manusia yang 
harus diperhatikan dan dijamin keberadaanya oleh negara, khususnya di 
Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang.
2
 
Dengan seiring tumbuh kembang manusia semakin berkembang pula 
suatu kejahatan di sekeliling kita, yang mana merupakan persoalan yang 
dialami manusia dari waktu kewaktu, semakin modern perkembangan 
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Muhammadiyah Surakarta, 2005, hlm.129 
2
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manusia semakin besar pula potensi  kejahatan itu terjadi, jika manusia 
tersebut tidak mempunyai landasan yang kuat untuk mencegahnya. Perilaku 
demikian apabila di tinjau dari segi hukum, tentunya ada perilaku yang sesuai 
dengan norma dan ada yang dapat di kategorikan sebagai bentuk pelanggaran 
dari norma. Perilaku yang menyimpang dari norma biasanya akan menjadikan 
suatu permasalahan baru di bidang hukum dan merugikan masyarakat. 
Menurut Sarlito  Wirawan tindakan perilaku penyimpangan seksual dan 
perilaku penyimpangan etika seksual itu dibagi menjadi dua, yaitu: 
1. Perilaku penyimpangan seksual karena kelainan pada obyek. Pada 
penyimpangan ini dorongan seksual yang dijadikan sasaran pemuasan 
lain dari biasanya. Pada manusian normal objek tingkah laku seksual 
pasangan dari lawan jenisnya,tetapi pada pada penderita perilaku 
penyimpangan seksual obyeknya bisa berupa orang dari jenis kelamin 
berbeda, melakukan hubungan seksual dengan hewan, dengan mayat, 
lesbian, homoseksual, dan pedofilia. 
2. Perilaku penyimpangan etika seksual karena kelainan pada caranya, 
penyimpangan jenis ini dorongan seksual yang dijadikan sasaran 
pemuasan seksual terhadap lawan jenis, tetapi caranya bertentangan 
dengan norma-norma kesusilaan dan etika, yang termasuk penyimpangan 
etika seksual jenis ini ialah perzinaan, perkosaan, pencabulan, hubungan 
seks dengan saudaranya, melacur dan sejenisnya.
3
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Perilaku yang tidak sesuai dengan norma atau dapat disebut sebagai 
penyelewengan terhadap norma yang telah di sepakati ternyata menyebabkan 
terganggunya ketentraman dan ketertiban terhadapa kehidupan manusia itu 
sendiri. Penyelewengan atas suatu norma yang berlaku biasanya oleh 
masyarakat umum di nilai sebagai suatu kejahatan dalam ruang lingkup 
hukum pidana dan kejahatan dalam kehidupan manusia merupakan gejala 
sosial yang akan selalu dihadapi oleh manusia, masyarakat dan bahkan oleh 
negara. Kenyataan telah membuktikan bahwa kejahatan hanya dapat di cegah 
dan di kurangi akan tetapi sulit di berantas secara tuntas, Karena kejahatan 
semakin bertambah banyak dan sangat beragam. Kejahatan yang terjadi 
bukan hanya menyangkut kejahatan terhadap nyawa dan harta benda saja 
akan tetapi kejahatan terhadap kesusilaan.
4
 
Anak-anak dan perempuan sangatlah rawan menjadi korban dari 
kejahatan. Hak-hak anak dan wanita menjadi objek pembahasan seiring 
dengan beragam persoalan sensitif yang melanda kaum anak dan perempuan 
tersebut. Dalam hal anak yang menjadi korban dari adanya tindak pidana 
yang terjadi maka dapatlah dipastikan bahwa dalam hal ini terjadi 
pelanggaran atas hak-hak anak, sehingga anak-anak kehilangan hak-hak yang 
seharusnya dinikmati.
5
 Masa anak-anak adalah masa dimana seseorang anak 
memulai mengenal kehidupan, masa dimana terjadi proses pematangan fisik, 
kecerdasan, emosional dan juga sosial. Masa ini juga merupakan masa 
dimana seorang anak akan melewatkan waktunya untuk bermain, belajar dan 
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tumbuh berkembang dengan sehat. Selain itu anak juga cikal bakal yang 
sangat berpotensi untuk dididik menjadi manusia dewasa yang berintelektual 
dan handal sebab anak merupakan generasi yang merupakan aset bagi bangsa 
yang akan datang. Maka sudah sewajarnya  jika seorang anak harus diberikan 
perhatian dan perlindungan khusus. Terlebih lagi bagi anak yang mempunyai 
kekurangan atau yang biasa dikenal dengan istilah anak cacat atau difabel.
6
 
Menurut pasal 7 angka (7) Undang-undang No 23 tahun 2002 tentang 
Perlindungan Anak, “Anak yang menyandang cacat adalah anak yang 
mengalami hambatan fisik dan/atau mental sehingga menganggu 
pertumbuhan dan perkembangan sevara wajar”. Tentunya ada perlindungan 
atau perlakuan yang sangatlah khusus bagi anak yang mempunyai kekurangan 
dan perbedaan dari anak normal. Sebab mereka sangat berbeda dari anak atau 
orang pada umumnya.
7
 
Untuk  sanksi pidana dalam kasus perkosaan, dalam KUHP sendiri telah 
diatur yang salah satunya terdapat dalam Pasal 285 yang berbunyi:
8
 
“barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa 
seseorang wanita bersetubuh dengan dia di luar pernikahan, di ancam 
karena melakukan perkosaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan 
tahun”. 
Dan dalam pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang 
Perlindungan Anak yang berbunyi:
9
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8
 Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), 
9
 Pasal 81 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014  Tentang Perlindungan Anak 
5 
 
 
 
“(1) setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana di maksud dalam 
pasal 76D di pidana dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan 
paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima 
miliar rupiah) 
“(2) ketentuan pidana sebagaimana di maksud dalam ayat (1) berlaku pula 
bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, 
serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan 
denganya atau dengan orang lain. 
Dari bunyi pasal-pasal di atas bahwa sudah jelas tercantum sanksi pidana 
atas tindak pidana perkosaan pada anak dibawah umur yang cukup berat. 
Bahkan dalam Undang-undang Perlindungan Anak ancaman pidananya lebih 
berat jika di bandingkan dengan ancaman dalam KUHP. Sistem pengancaman 
pidananya juga menganut sisten ancaman minimum khusus dan maksimum 
khusus sehingga di harapkan hakim dalam menjatuhkan putusan secara sesuai 
dengan undang-undang yang berlaku dan adil. 
Sedangkan bentuk perbuatan perkosaan dalam pandangan islam masuk 
dalam kategori zina karena kejahatan seksual bagian atau menuju perzinahan. 
karena zina merupakan jarimah yang melakukan hubungan seksual dengan 
cara memasukkan zakar ke dalam vagina wanita yang dinyatakan haram, 
bukan karena syubhat dan atas dasar syahwat.
10
 Namun ada perbedaan kalau  
Pada perzinaan adalah pihak yang terlibat melakukan dengan sukarela 
sehingga keduanya dapat di kenai sanksi hukuman rajam dan cambuk. 
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Sedangkan pada perkosaan atau kejahatan seksual  pelaku dapat dikenai 
sanksi hukuman rajam, cambuk ataupun ta‟zir tapi bagi korban tidak di 
hukum. 
Contoh kasus di Pengadilan Negeri Boyolali, dapat di ketahui bahwa 
telah terjadi tindak pidana perkosaan terhadap korban difabel dan dalam 
putusan perkara Pengadilan Negeri Boyolali Nomor 155/Pid.Sus/2016/PN 
Byl. Dalam kasus tersebut koban DI  yang berumur 17 tahun 8 bulan dengan 
kondisi mental retardasi ringan yang berbeda berfikirnya dengan manusia 
pada umumnya yaitu dengan setara dengan berfikirnya anak berumur 7 tahun 
6 bulan dan nampak ada hambatan yang menonjol dalam bersosialisasi dan 
berkomunikasi. Sehingga dengan keterbelakangan mental tersebut di 
manfaatkan oleh para laki-laki yang sedang bekerja di tol semarang-solo 
dengan awal merayu korban dan mengajak korban untuk menunjukan toko 
yang menjual rokok dengan berjalanya waktu pelaku melakukan aksinya 
untuk dengan membohonginya dengan mengajak korban berjalan ke kebun 
bambu untuk melakukan pemerkosaan satu persatu lelaki antara lain adalah 
Amat Safodin, Sugito, Nuryanto secara bergantian dan setelanjutnya pelaku 
tersebut pulang kekontrakanya dan korban di tinggalkan di kebun bambu.
11
 
Bahwa terdakwa-terdakwa telah di dakwa oleh penuntut umum dengan 
dakwaan yang berbentuk Alternatif yaitu pertama sebagaimana diatur dan di 
ancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia 
Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Republik 
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Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 55 ayat 
(1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau kedua sebagaimana di 
atur dan di ancam pidana dalam pasal 81 ayat (2) Undang-undang Republik 
Indonesia Nomor 35 tahu8n 2014 tentang perubahan atas Undang-undang 
Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. 
Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau ketiga 
sebagaimana di atur dan di ancam Pidana dalam pasal 82 Undang-undang 
Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-
undang Republik Indonesia Nomor 23 tahub 2002 tentang Perlindungan anak 
Jo. Pasal 55ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana; 
Dalam Amar putusan Majelis Hakim Mengadili: 
1. Menyatakan terdakwa 1. Amat Safodin alias mat bin Darto 2. Sugito alias 
Penjol bin Yudiyo dan terdakwa 3. Nuryanto bin Tarno tersebut di atas 
terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, 
“turu serta membujuk anak melakukan persetubuhan denganya”; 
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa-terdakwa oleh karena itu dengan 
pidana penjara masing-masing selama 10 tahun dan denda masing-masing 
sejumlah Rp. 2.500.000.000,00; (dua milyar lima ratus juta rupiah) dengan 
ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana 
kurungan masing-masing selama 3 bulan;p 
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah di jalani 
terdakwa-terdakwa di kurungkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 
4. Menetapkan terdakwa-terdakwa tetap ditahan; 
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5. Menetapkan barang-barang bukti di kembalikan kepada korban; 
6. Membebankan kepada terdakwa-terdakwa membayar biaya perkara 
masing-masing sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah); 
Sehingga penulis tertarik dengan kasus yang sudah masuk di Pengadilan 
Negeri Boyolali yang kesaksianya difabel sudah di akui tinggal bagaimana 
hukuman yang di terapkan apakah sudah sesuai atau tidak. Tentunya putusan 
hakim di atas adalah yang sangat menentukan terhadap kasus tersebut. Hal ini 
di latar belakangi oleh aspek-aspek normatif maupun aspek-aspek psikologis 
bagi orang yang terenggut masa depanya serta menimbulkan trauma yang 
mendalam sekaligus dampak sosiologis pada korban.
12
 
Dengan berdasar uraian diatas , maka penulis bermaksud ingin 
mendalaminya lebih dalam dan menuangkanya dalam sebuah penulisan yang 
berbentuk penulisan hukum dengan judul: 
“TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PELAKU 
TINDAK PIDANA PERKOSAAN  PADA ANAK  DIFABEL (Studi 
Kasus Pengadilan Negeri Boyolali No. 155/Pid.Sus/2016/PN Byl). 
 
B. Rumusan Masalah 
Adapun rumusan masalah yang ingin diteliti oleh penulis dalam skripsi 
ini adalah: 
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1. Bagaimana pertimbangan hakim terhadap pelaku tindak pidana  
perkosaan pada anak difabel dalam putusan No. 155/Pid.Sus/2016/PN 
Byl? 
2. Bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap pelaku tindak pidana 
perkosaan  pada anak difabel? 
 
C. Tujuan Penelitian 
Tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penulisan ini, adalah sebagai 
berikut: 
1. Untuk mendeskripsikan pertimbangan hakim terhadap pelaku tindak 
pidana perkosaan pada anak difabel dalam putusan No. 
155/Pid.Sus/2016/PN Byl. 
2. Untuk mendeskripsikan tinjauan hukum pidana Islam terhadap pelaku 
tindak pidana perkosaan  pada anak difabel. 
 
D. Manfaat Penelitian 
Hasil penelitian tersebut diharapkan mampu memberikan manfaat-
manfaat sebagai berikut: 
1. Manfaat Teoritis 
a. Untuk menambah wawasan keilmuan bagi para pembaca terkait 
perkara hukum pidana yang diselesaikan melalui Pengadilan Negeri 
dan memberikan sumbangsih dalam memperkaya khasanah ilmu 
pengetahuan khususnya di dalam ilmu hukum pidana islam. 
10 
 
 
 
b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya referensi dan 
literatur kepustakaan terkait kajian Hukum Acara Pengadilan Negeri 
dalam perkara Hukum Pidana serta hasil penelitian ini dapat 
digunakan sebagai bahan acuan terhadap penelitian sejenis untuk 
tahap berikutnya. 
2. Manfaat Praktis 
a. Mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir dinamis sekaligus 
untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang 
diperoleh. 
b. Sebagai tolok ukur untuk perkara pidana yang diselesaikan melalui 
jalur hukum yaitu Peradilan dan mempunyai kekuatan hukum tetap. 
 
E. Kerangka Teori 
Pengertian tindak pidana menurut M. Sudrajat Bassir yaitu melihat 
perbuatan pidana menurut wujud atau sifatnya perbuatan-perbuatan pidana 
sebagai perbuatan-perbuatan yang melawan hukum. Perbuatan-perbuatan ini 
juga merugikan masyarakat dalam artian bertentangan atau menghambat 
terlaksananya tata cara dalam pergaulan masyarakat yang di anggap baik dan 
adil, sehingga suatu perbuatan akan menjadi suatu tindak pidana apabila 
perbuatan tersebut: 
1. Melawan hokum 
2. Merugikan masyarakat 
3. Dilarang oleh aturan pidana 
11 
 
 
 
4. Pelakunya diancam dengan pidana.13 
Sedangkan hukum pidana islam merupakan terjemahan dari kata Fiqh 
Jinayah adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau 
perbuatan kriminal yang dilakukan oleh Muallaf (orang yang dapat dibebani 
kewajiban), sebagai hasil dari pemahaman atau dalil-dalil hukum yang 
terperinci dari Alquran dan hadits. Tindakan kriminal dimaksud adalah 
tindakan-tindakan kejahatan yang menggangu ketentraman umum serta 
tindakan melawan peraturan perundang-undangan yang bersumber dari 
Alquran dan hadits.
14
 
Hukum pidana islam merupakan syariat Islam yang mengandung 
kemaslahatan bagi kehidupan manusia baik di dunia maupun Akhirat. Syariat 
islam dimaksud secara materiil mengandung kewajiban asasi bagi setiap 
manusia untuk melaksanakanya. Konsep kewajiban asasi syariat yaitu 
menempatkan Allah sebagai pemegang segala hak, baik yang ada pada diri 
sendiri maupun yang ada pada orang lain. Setiap orang hanya pelaksana yang 
berkewajiban memenuhi perintah Allah. Perintah Allah dimaksud harus di 
tunaikan untuk kemaslahatan dirinya dan orang lain.
15
 
Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dalam Bab XIV 
tentang kejahatan kesusilaan yang di atur dalam pasal 285 yang berbunyi: 
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“barang siapa dengan kejahatan dan ancaman kejahatan memaksa seorang 
wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan di ancam karena melakukan 
perkosaan dengan pidana penjara paling lama 12 tahun”.  
Berarti perkosaan adalah kejahatan atau ancaman kejahatan memaksa 
seseorang bersetubuh dengan laki-laki  di luar perkawinan. Dengan demikian 
KUHP memandang bahwa suatu perbuatan tersebut sebagai perkosaan apabila 
memenuhi unsur-unsur yang berlaku. 
unsur-unsur dari tindak pidana perkosaan menurut pasal 285 KUHP yaitu: 
a. Barang siapa 
b. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan  
c. Memaksa seorang wanita bersetubuh  
d. Di lakukan di luar perkawinan 
Sedangkan unsur perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban 
perkosaan mengacu kepada Undang-undang No. 35 tahun 2014 tentang 
perlindungan anak dan ada juga peraturan perundang-undangan lainya. 
Menurut Arif Gosita perlindungan anak merupakan upaya-upaya yang 
mendukung terlaksananya hak-hak dan kewajiban. Seseorang anak yeng 
memperoleh dan mempertahankan hak untuk tumbuh dan berkembang 
dengan hidup secara berimbang dan positif, berani mendapat perlakuan secara 
adil dan terhindar dari ancaman yang merugikan.
16
  
Pada pasal 81 dan 82 Undang-undang No. 35 Tahun 2014, dari kedua 
pasal tersebut juga memuat ancaman pidana terhadap setiap pelaku kejahatan 
                                                          
16
 Muh. Faisal Salam, Hukum Acara Peradilan Anak Di Indonesia, Bandung: Mandar 
Maju, 2005, hlm.1. 
13 
 
 
 
seksual  dan sanksi pidana sebagai suatu bentuk jaminan perlindungan yang 
dapat di berikan terhadap korban tindak pidana perkosaan. 
Dalam konteks hukum pidana Islam istilah perkosaan menurut perspektif 
hukum Islam adalah intihak hurmatillah, sedangkan ibarah yang di gunakan 
orang arab sehari-hari adalah ightishab yang artinya merampas, memaksa, 
atau mencabuli. Ightishab tersebut adalah kekerasan hubungan kelamin yang 
di alami korban yang di lakukan tanpa keinginan seperti perkosaan dan 
pelecehan seksual.
17
 
Sementara itu, definisi memerkosa ialah menundukan dengan kekerasan, 
memaksa dengan kekerasan, menggagahi, atau meregol. Perkosaan secara 
harfiyah tidak di temukan dalam Al-Qur‟an namun jika merujuk pada 
beberapa kamus bahwa perkosaan diartikan sengan paksaan istilah tersebut 
dapat di temukan yaitu ikrah yang berasal dari kata bahasa Arab Al-ikrah 
yang artinya paksa, memaksa, paksaan. 
Ikrah menurut bahasa adalah memaksa orang untuk melakukan suatu 
perbuatan yang di lakukan oleh orang yang di paksa tanpa adanya rasa senang 
dan rela. 
Sanksi perzinaan adalah pihak yang terlibat melakukan dengan sukarela 
sehingga keduanya dapat di kenai sanksi hukuman rajam dan cambuk. 
Sedangkan pada perkosaan pelaku dapat dikenai sanksi hukuman rajam, 
cambuk ataupun ta‟zir tapi bagi korban tidak di hukum. 
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Sedangkan anak korban adalah anak belum mencapai umur 18 tahun 
yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan kerugian ekonomi yang di 
sebabkan tindak pidana. 
Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang pengesahan 
Hak-Hak penyandang disabilitas, penyandang disabilitas yaitu orang yang 
memiliki keterbatasan fisik, mental intelektual atau sensorik dalam jangka 
waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakat 
dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berparsitipasi penuh dan 
efektif berdasarkan kesamaan hak. 
Dalam kasus ini adalah anak tunagrahita adalah keterbelakangan mental, 
keadaan ini dikenal juga retradaksi mental (mental retradasion). Anak 
tunagrahita ini memiliki IQ dibawah rata-rata anak normal pada umumnya, 
sehingga menyebabkan fungsi kecerdasan dan intelektual mereka terganggu 
yang menyebabkan permasalahan-permasalahan lainya muncul pada masa 
perkembanganya.
18
 
 
F. Tinjauan Pustaka 
Skripsi yang di tulis oleh Betty Fitrianing Tiyastuti  Universitas 
Muhammadiyah Surakarta tahun 2009 tentang “study komparasi pemidanaan 
terhadap pelaku tindak pidana perkosaan pada anak difabel dan non difabel 
(study kasus di Pengadilan Negeri Sragen), pada intinya dalam skripsi ini di 
jelaskan tentang apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutus 
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Tunagrahita, Jakarta: Depdiknas, 2005, hlm.11 
15 
 
 
 
tindak pidana perkosaan pada anak yang mempunyai keterbatasan (anak 
difabel) dan pada anak non difabel atau anak normal oleh hakim dan bagi 
pelaku kejahatan pencabulan yang dilakukan oleh difabel disamakan dengan 
pelaku-pelaku yang non-difabel atau normal, keadaan fisik yang demikian 
tidak di cantumkan sebagai hal yang meringankan sedangkan menurut hukum 
pidana keadaan yang demikian menjadi hal yang dapat meringankan 
hukuman bagi pelaku.
19
 
Skripsi yang di tulis oleh Ranti Ayu Maulidiya UIN Sunan Kalijaga 
Yogyakarta  “Advokasi Terhadap Korban Difabel Kekerasan Seksual Studi 
Kasus Sasana Integrasi dan Advokasi  Difabel (SIGAB)”, pada intinya skripsi 
ini telah di jelaskan bagaimana advokasi  yang di lakukan oleh sigab dalam 
menangani kasus kekerasan seksual pada Difabel dan apa hambatan SIGAB 
dalam menangani kasus kekerasan pada difabel bahwa mendampingi 
pelaporan sampai setelah selesai persidangan sejauh ini memang masih 
banyak yang di tangani oleh SIGAB, akan tetapi tidak semua kasus dapat di 
selesaikan dalam hukum di indonesia.
20
 
Selanjutnya adalah Jurnal yang di tulis oleh Puguh Ari Wijayanto tahun 
2013 yang berjudul “Upaya Perlindungan Hukum terhadap Kaum Difabel 
Sebagai Korban Tindak Pidana” pada intinya isi dalam jurnal ini adalah 
penulis lebih memfokuskan bagaimana upaya perlindungan hukum pada 
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difabel karna bahwa kita tahu bahwa difabel adalah beda dari anak normal 
lainya, dalam hal ini adalah kesaksian di mata hukum tidak ada peraturan 
khusus yang mengatur tentang difabel yang berhadapan dengan hukum dalam 
perkara pidana khususnya sebagai korban dan dalam perlindungan korban 
difabel pun dinas sosial dan tenaga kerja belum menyediakan fasilitas 
rehabilitasi kepada difabel yang mengalami trauma.
21
 
Dan begitu banyak kajian yang membahas tentang kejahatan seksual 
perkosaan terhadap difabel maupun anak normal lainya yang lebih 
menekankan tentang perlindungan korban dan advokasi bagi korban. Akan 
tetapi semua itu berbeda dengan kajian yang akan di bahas oleh penulis 
nantinya karena di sini penulis lebih menekankan pada pemidanaanya dengan 
menganalisis pertimbangan hakim di Pengadilan Boyolali dalam memutus 
perkara tindak pidana perkosaan terhadap  anak difabel dan bagaimana 
tinjauan hukum islam mengenai kasus perkosaan terhadap anak difabel 
tersebut. 
G. Metode Penelitian 
Untuk memecahkan masalah guna memberikan petunjuk pada 
permasalahan yang akan dibahas, dan dapat dipertanggung jawabkan 
kebenarannya, maka dalam penelitian ini diperlukan metode tertentu, adapun 
metode yang digunakan oleh penulis ini adalah: 
1. Jenis Penelitian 
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Jenis penelitian ini adalah penelitian Kepustakaan  (library reseach) yaitu 
penelitian yang mengumpulkan bahan-bahan penelitian dengan membaca 
berkas-berkas putusan Pengadilan Negeri Boyolali No. 155/Pid.Sus/2016/PN 
Byl, dokumen, arsip dan juga buku-buku yang berhubungan dengan hukum 
acara pidana maupun hukum pidana islam dan lain sejenisnya.
22
 
2. Sumber Data 
Untuk memudahkan mengidentifikasi sumber data, maka penulis 
mengklasifikasikan menjadi dua sumber: 
a. Sumber Data Primer 
Sumber data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari subjek 
penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan 
data langsung pada subjek sebagi sumber informasi yang dicari.
23
 Sumber 
data primer ini mencakup semua bahan hukum mengenai tinjauan tentang 
putusan Hakim Pengadialan Negeri Boyolali, antara lain: Salinan Putusan 
Perkara No. 155/Pid.Sus/2016/PN Byl. 
b. Sumber Data Sekunder 
       Sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh lewat pihak lain, 
tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya.
24
 Sumber 
data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari literatur-literatur 
kepustakaan yang berhubungan dengan materi yang akan dibahas. Di 
dalam penelitian hukum, data sekunder dapat di golongkan menjadi tiga, 
yaitu sebagai berikut: 
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1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat 
untuk menganalisis penelitian ini, dalam hal ini meliputi: 
a) KUHP. 
b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Difabel. 
c) Undang-undang Nomer 35 Tahun 2014 tentang 
perlindungan anak 
2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan 
mengenai bahan hukum primer, dalam hal ini termasuk hasil-hasil 
penelitian terdahulu, seperti makalah atau artikel, majalah, jurnal 
serta tulisan ilmiah hukum.
25
 
3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan pengunjung yang memeberikan 
penunjang maupun penjelasan di pergunakan untuk melengkapi 
ataupun menunjang data penelitian.
26
 
 
3. Teknik Pengumpulan Data 
Untuk mendapatkan data yang valid maka penulis menggunakan metode 
teknik pengumpulan data melalui dokumentasi. Dokumentasi adalah salah 
satu metode cara pengumpulan informasi yang didapatkan dari dokumen, 
yakni peninggalan tertulis, arsip-arsip, akta ijazah, rapor, peraturan 
perundang-undangan, buku harian, surat-surat pribadi, catatan biografi, dan 
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lain-lain yang memiliki keterkaitan dengan masalah yang diteliti.
27
 Adapun 
tahapan-tahapan yang dilakukan penulis untuk melakukan dokumentasi 
adalah sebagai berikut: 
a. Mempelajari ketentuan yang berlaku dengan masalah yang diteliti. 
b. Membaca, mencatat, dan mengutip sesuai dengan yang dibutuhkan 
dengan masalah yang diteliti. 
c. Membandingkan antara sumber yang satu dengan  sumber yang lain 
demi untuk lengkapnya data yang dibutuhkan. 
4. Teknik Analisis Data 
     Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif artinya sebagai rangkaian 
proses menjaring data-data informasi yang dinilai sewajarnya mengenai 
suatu masalah dalam bidang kehidupan pada obyek tertentu. Agar 
mendapatkan data yang benar-benar valid, maka data-data yang telah 
terkumpul akan penulis analisis dengan menggunakan metode deduktif yaitu 
proses analisis hukum pidana  putusan perkara No. 155/Pid.Sus/2016/PN Byl 
dalam perbuatan terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual pada anak  
difabel sehingga didapatkan suatu kesimpulan. 
 
H. Sistematika Penulisan 
Penulisan penelitian ini terdiri dari lima bab, dimana masing-masing bab 
memiliki keterkaitan antara yang satu dengan yang lainnya. Gambaran yang 
                                                          
27
  Eko Putra Widoyoko, Tekni Penyusunan Instrumen Penelitian, Yogyakarta: Pustaka 
Pelajar, 2012, hlm.40 
20 
 
 
 
lebih jelas mengenai penulisan penelitian ini akan diuraikan dalam 
sistematika sebagai berikut: 
BAB I Pendahuluan, dalam bab ini penulis akan membahas bagian 
dasar yang memberikan gambaran secara umum dari seluruh penilitian yang 
meliputi: Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, 
Manfaat Penelitian, Kerangka Teori, Tinjauan Pustaka, Metodologi 
Penelitian, Sistematika Penulisan. 
BAB II Landasan Teori, dalam bab ini meliputi landasan teori yang 
terdiri dari tinjauan umum tentang pengertian tenttang tindak pidana, tinjauan 
umum tentang perkosaan, tinjauan tentang perkosaan dalam Islam, tinjauan 
umum tentang anak, sistem pengadilan anak dan difabel. 
BAB III Deskripsi Putusan Perkara No. 155/Pid.Sus/2016/PN Byl, 
dalam bab ini terdiri dari Deskripsi Putusan Perkara No. 
155/Pid.Sus/2016/PN Byl,  tuntutan, pembuktian, pertimbangan Hakim dan 
Amar Putusan.. 
BAB IV Analisis Data, dalam bab ini akan dibahas mengenai analisis 
terhadap rumusan masalah yang meliputi apa yang menjadi dasar 
pertimbangan Hakim terhadap pelaku tindak pidana perkosaan pada anak 
difabel perkara No. 155/Pid.Sus/2016/PN Byl serta bagaimana tinjauan 
hukum pidana islam terhadap pelaku tindak pidana perkosaan pada anak 
difabel. 
BAB V Penutup, dalam bab ini penulis akan membahas beberapa 
kesimpulan dan saran yang berkaitan dengan rumusan masalah yang diteliti. 
21 
 
 
 
 
BAB II 
LANDASAN TEORI 
 
TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PERKOSAAN 
PADA ANAK DIFABEL 
 
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Perkosaan  
1. Tindak Pidana Perkosaan dalam Hukum Pidana 
a. Pengertian Tindak Pidana 
Tindak pidana atau yang sering di sebut delik berasal dari istilah belanda 
yaitu strafbaarfeit  atau juga sering di sebut delict. Istilah tersebut merupakan 
istilah yang banyak di pergunakan dalam doktrin atau ilmu pengetahuan. Di 
antara banyak ahli ternyata banyak juga mempergunakan istilah yang 
berlainan sesuai dengan dasar pemikirnya masing-masing. Hal ini 
menimbulkan pendapat yang beraneka ragam istilah maupun pengertian delik, 
seperti “perbuatan pidana”, “peristiwa pidana”, “tindak pidana”, “perbuatan 
yang dapat di hukum”.28 
Menurut Moeljatno, pada dasarnya tindak pidana merupakan suatu 
pengertian dasar dalam hukum pidana. Hukum pidana adalah suatu 
pengertian yuridis seperti halnya untuk memberikan definisi atau pengertian 
terhadap istilah hukum. Maka, bukanlah hal yang mudah untuk memberikan 
atau pengertian tindak pidana. Pembahasan hukum pidana di maksudkan 
untuk memahami pengertian pidana sebagai sanksi atau delik, sedangkan 
pemidanaan berkaitan dengan dasar-dasar pembenaran pengenaan pidana 
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serta teori-teori tentang tujuan pemidanaan. Perlu di sampaikan di sini bahwa 
pidana merupakan suatu istilah yuridis yang mempunyai arti khusus sebagai 
terjemahan dari bahasa belanda “straf” yang dapat  di artikan sebagai 
“hukuman”.29  dan  Muljatno  juga mengatakan bahwa hukum pidana adalah 
bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang 
mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk: 
1) Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang 
di larang, dengan di sertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana 
tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. 
2)  Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah 
melanggar larangan-larangan itu dapat di kenakan atau dijatuhi pidana 
sebagaimana yang telah di cantumkan. 
3) Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat 
dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melarang larangan 
tersebut. 
Dari definisi hukum pidana sebagaimana di kemukakan oleh muljatno 
tersebut, dapat di uraikan lebih lanjut sebagai mana berikut: 
Bahwa di dalam suatu negara yang berdaulat, di samping hukum pidana, 
masih banyak lagi disiplin hukum lain yang berlaku seperti hukum perdata 
perdata, hukum acara perdata, hukum tata negara, hukum agraria, hukum 
perburuhan dan lain sebagainya.
30
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Hukum pidana di gunakan untuk merujuk pasa keseluruhan ketentuan, 
yang menetapkan syarat-syarat yang mengikat negara. Karena negara 
berkehendak untuk memunculkan hukum mengenai pidana, serta aturan-
aturan yang merumuskan pidana apa saja yang diperkenankan. Sehingga 
hukum pidana dapat di pahami sebagai hukum pidana yang berlaku atau 
hukum positif, atau dikatakan juga dengan jus poenali, yang mencakup 
perintah larangan, ketentuan, aturan yang menetapkan jangka waktu tertentu, 
batas ruang lingkup bekerjanya norma-norma. Selain itu dikenal juga hukum 
pidana subjektif  atau jus puniendi, yakni hak-hak untuk memidana dari 
negara serta organ-organya, dengan mengkaitkan dengan ancaman pidana 
pada perbuatan-perbuatan tertentu, dan bahkann berhadapan dengan 
persoalan filsafat, sebagai dasar pembenaran terjadi hukum pidana, oleh 
negara dengan kekuasaanya untuk menjatuhkan pidana (straafgewalt).
31
 
Andi Zaenal Abidin mengemukakan istilah yang paling tepat ialah delik, 
di karenakan alasan  sebagai berikut: 
1) Bersifat universal dan di kenal dimana-mana. 
2) Lebih singkat, efisien, dan netral. Dapat mencakup delik-delik khusus 
yang subjeknya merupakan badan hukum, badan, orang mati; 
3) Orang memakai istilah strafbaarfeit, tindak pidana, dan perbuatan pidana 
juga menggunakan delik; 
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4) Luas pengertianya sehingga meliputi juga delik-delik yang di wujudkan 
oleh koorporasi orang tidak di kenal menurut hukum pidana ekonomi di 
indonesia; 
5) Tidak menimbulkan kejanggalan seperti peristiwa pidana (bukan 
peristiwa perbuatan yang dapat di pidana melainkan perbuatanya).
32
 
Secara garis besar dapat di pahami bahwa tindak pidana adalah suatu 
perbuatan yang di lakukan manusia yang dapat bertanggung jawab yang 
melanggar norma atau aturan hukum yang ada sehingga dirinya dipersalahkan 
yang mana perbuatan itu di ancam oleh undang-undang dan menyebabkan 
kerugian terhadap pihak lain baik berupa materi maupun imateriil. 
Sedangkan menurut hukum pidana islam di sebut juga dengan jinayah  
merupakan bentuk verbal noun (masdar) dari kata jana secara etimologi jana 
berarti berbuat dosa atau salah, sedangkan jinayah diartikan sebagai 
perbuatan dosa atau perbuatan salah.seperti dalam kalimat jana‟ala qaumihi 
jinayatan artinya dia telah melakukan kesalahan terhadap kaumnya. Kata 
jana juga berarti “memetik” seperti dalam kalimat jana as-samarat, artinya 
“memetik buah dari pohonya”. Orang yang berbuat jahat di sebut jani dan 
orang yang di kenai perbuatan di sebut mujna alaihi. Kata jinayah dalam 
istilah hukum sering di sebut dengan delik atau tindak pidana. Secara 
terminologi kata jinayah mempunyai beberapa arti, seperti yang di ungkapkan 
oleh Abd al-Qodir Awdah: 
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“perbuatan yang di larang oleh syara‟ baik perbuatan itu mengenai jiwa, harta 
benda atau lainya” 
Jadi  jinayah merupakan suatu tindakan yang di larang oleh syara‟ karena 
dapat menimbulkan bahaya bagi jiwa, harta, keturunan dan akal. 
Sebagian fuqoha menggunakan kata jinayah untuk perbuatan yang berkaitan 
dengan jiwa atau anggota badan, seperti membunuh, melukai, menggugurkan 
kandungan, dan lain sebagainya. Dengan demikian istilah fiqh jinayah  sama 
dengan hukum pidana. Haliman dalam di sertasinya menyebutkan bahwa 
yang di maksud dengan hukum pidana dalam syariat islam adalah ketentuan-
ketentuan hukum syara yang melarang untuk berbuat atau tidak berbuat 
sesuatu, dan pelanggaran terhadap ketentuan hukum tersebut di kenakan 
hukuman berupa penderitaan badan atau harta.
33
 
b. Pengertian Tindak Pidana Perkosaan 
Istilah perkosaan cukup sering di gunakan untuk suatu tindakan-tindakan 
atau perbuatan- perbuatan tertentu yang modusnya merugikan orang lain dan 
melanggar hak asasi manusia. Seperti halnya deskripsi yang di sampaikan 
Susetiawan, “perkosaan merupakan istilah yang lazim digunakan pada bentuk 
tindakan pemaksaan dalam hubungan seks. Namun jika di telusuri perkosaan 
memiliki makna yang tidak harus di pahami secara sempit, sebagai istilah 
khusus dalam hubungan seks, tetapi menggambarkan dalam entuk budaya 
perampasan hak yang berlangsung dalam kehidupan manusia”.34 
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Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, perkosaan berasal dari dua kata 
yaitu perkosa dan akhiran an. Perkosa di artika gagah, kuat, paksa. Jadi 
perkosaan adalah perbuatan penggagahan, paksaan pelanggaran dengan 
kejahatan. Sedangkan memerkosa adalah sudah menundukan, memaksa, 
menggagahi dengan kejahatan.
35
 
Sedangkan pengertian menurut para ahli antara lain: 
1) Soetandyo Wignjosoebroto mendefinisikan perkosaan adalah suatu usaha 
melampiaskan nafsu seksual oleh seorang laki-laki terhadap seorang 
perempuan dengan cara yang menurut moral dan atau hukumyang 
berlaku melanggar”.36 
2) Wirdjono Prodjodikoro yang mengungkapkan, bahwa perkosaan adalah 
“seorang laki-laki yang memaksa seorang perempuan yang bukan 
isterinya untuk bersetbuh dengan dia, sehingga sedemikian rupa ia tidak 
dapat melawan hukum, maka dengan terpaksa ia mau melakukan 
persetubuhan itu. Pendapatnya juga menekankan mengenai pemaksaan 
hubungan seksual pada seseorang perempuan yang bukan isterinya, 
pemaksaan yang di lakukan laki-laki membuat atau mengakibatkan 
perempuan terpaksa melayani persetubuhan.
37
 
3) PAF Lamintang dan Djisman Samosir berpendapat bahwa, “perkosaan 
adalah perbuatan seseorang yang dengan kekerasan atau ancaman 
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kekerasan memaksa seseorang wanita untuk melakukan persetubuhan di 
luar ikatan perkawinan dengan dirinya”.38 
Sedangan menurut hukum yang berlaku di Indonesia, yang di atur dalam 
Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dalam Bab XIV tentang 
kejahatan kesusilaan yang di atur dalam pasal 285 yang berbunyi: 
“barang siapa dengan kejahatan dan ancaman kejahatan memaksa seorang 
wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan di ancam karena melakukan 
perkosaan dengan pidana penjara paling lama 12 tahun”.  
Berarti perkosaan adalah kejahatan atau ancaman kejahatan memaksa 
seseorang bersetubuh dengan laki-laki  di luar perkawinan. Dengan demikian 
KUHP memandang bahwa suatu perbuatan tersebut sebagai perkosaan 
apabila memenuhi unsur-unsur yang berlaku. 
c. Unsur-unsur Tindak Pidana Perkosaan 
unsur-unsur dari tindak pidana perkosaan menurut pasal 285 KUHP yaitu: 
1) Barang siapa 
2) Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan  
3) Memaksa seorang wanita bersetubuh  
4) Di lakukan di luar perkawinan  
d. Jenis-jenis Tindak Pidana Perkosaan  
Ada beberapa jenis-jenis perkosaan yang terjadi dalam masyarakat 
selama ini. Di tinjau dari teknis melakukanya perkosaan di klarifikasikan ke 
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dalam bentuk, jenis, atau status pelaku dan teknis melakukanya, yang pertama 
yaitu berdasarkan pelakunya, yaitu sebagai berikut:
39
 
1) Perkosaan oleh pacar yaitu perkosaan terjadi ketika berkencan dengan 
pacarnya 
2) Perkosaan yang dilakukan oleh orang yang di kenal, perkosaan jenis ini 
dilakukan oleh teman atau anggota keluarga 
3) Perkosaan dalam perkawinan, biasanya terjadi terhadap istri yang 
ketergantungan sosial ekonomi suami, berupa pemaksaan hubungan yang 
tidak di kehendaki oleh istri 
4) Perkosaan oleh orang asing, perkosaan jenis ini seringkali dengan tindakan 
kejahatan lain seperti perampokan dll. 
Yang kedua yaitu berdasrkan cara melakukanya dibagi menjadi empat 
yaitu sebagai berikut: 
1) Perkosaan dengan janji-janji atau penipuan 
2) Perkosaan dengan ancaman halus 
3) Perkosaan dengan paksaan  
4) Perkosaan dengan memakai pengaruh tertentu 
 
2. Tindak Pidana Perkosaan Dalam Hukum Pidana Islam 
a. Pengertian Tindak Pidana Dalam Hukum Pidana Islam 
Dalam konteks hukum pidana Islam istilah perkosaan menurut perspektif 
hukum Islam adalah intihak hurmatillah, sedangkan ibarah yang di gunakan 
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orang arab sehari-hari adalah ightishab yang artinya merampas, memaksa, 
atau mencabuli. Ightishab tersebut adalah kekerasan hubungan kelamin yang 
di alami korban yang di lakukan tanpa keinginan seperti perkosaan dan 
pelecehan seksual.
40
 
Sementara itu, definisi memerkosa ialah menundukan dengan kekerasan, 
memaksa dengan kekerasan, menggagahi, atau meregol. Perkosaan secara 
harfiyah tidak di temukan dalam Al-Qur‟an namun jika merujuk pada 
beberapa kamus bahwa perkosaan diartikan sengan paksaan istilah tersebut 
dapat di temukan yaitu ikrah yang berasal dari kata bahasa Arab Al-ikrah 
yang artinya paksa, memaksa, paksaan. 
Ikrah menurut bahasa adalah memaksa orang untuk melakukan suatu 
perbuatan yang di lakukan oleh orang yang di paksa tanpa adanya rasa senang 
dan rela. 
b. Unsur-unsur Tindak Pidana Perkosaan Dalam Hukum Pidana Islam  
Suatu perbuatan dapat di kategorikan sebagai jarimah apabila perbuatan 
itu memenuhi beberapa unsur sebagai berikut: 
1) Adanya nash yang melanggar perbuatan dan pengancaman hukuman 
kepadanya dan unsur ini bisa di sebut unsur formil (rukn as-syar‟i) 
2) Adanya tingkah laku yang membentuk jarimah baik berupa perbuatan-
perbuatan nyata ataupun sikap tindak perbuatan dan unsur ini di sebut 
unsur materiil (rukn al-maddi) 
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3) Pembuat adalah orang mukallaf, yaitu yang dapat di mintai petanggung 
jawaban terhadap jarimah yang di perbuatkanya, dan unsur ini di sebut 
unsur moriil (rukn al-adabi). 
c. Sanksi  Hukuman Bagi Pelaku Tindak Pidana Perkosaan Dalam Hukum Islam 
Menurut Abdul Qader Audah, hubungan seksual yang di haramkan 
adalah memasukkan penis laki-laki ke vagina perempuan baik seluruhnya 
atau sebagian perbuatan tersebut di namakan zina.  
Zina merupakan perbuatan yang sangat tercela, hal ini di sebabkan 
karena perbuatan tersebut menurunkan derajat dan harkat manusia. Selain itu 
juga dapat merusak ketentuan perkawinan di dalam masyarakat serta 
mengingkari anjuran Allah untuk menikah. 
Dasar hukum zina 
 َلاَو  ُوهُ ّ َى ِّ ّا اْو ُبَرْر َق  َف َناَكءاَسَو ًةَشِحا  ًلْيِبَسَو  
 “dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah 
suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk”. 
 
Macam-macam zina 
 
Ada sebagian ulama mendefinisikan macam-macam pelaku zina ada dua 
macam sebagai berikut: 
1) Zina mukhson 
Zina mukhson yaitu zina yang dilakukan oleh yang pernah terikat tali 
perkawinan, artinya yang di lakukan baik suami, isteri, duda atau janda. 
Hukuman had bagi pelaku zina mukhson, yaitu ddi rajam atau di lempari 
batu sampai mati. 
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Berkaitan dengan hukuman bagi pezina itu, imam syafi‟i juga 
berpendapart bahwa hukuman rajam , yang berarti hukuman mati bagi 
pelaku zina mukhson sudah seharusnya di bebankan atas pelaku zina 
apabila zina itu di ketahui oleh empat orang saksi. Bagi Imam Syafi‟i 
hukuman dera bagi pelaku zina mukhson karena si pelaku zina 
seharusnya wajib menjaga loyalitas dan nama baik keluarga, dan lagi 
perbuatan zina mengandung bahaya-bahaya yang besar bagi keluarganya, 
masyarakat dan negara.
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Sementara itu, haditsbyang menyebutkan tentang eksitensi hukuman 
rajam di antaranya di sampaikan secara tegas oleh Umar bin Al-Khattab 
sebagai berikut: 
 ِنْب ِالله ُدْبَع  ِنْب ُرَمُع لاق ُلْوُر َي ساهُبَع َلَع ٌسِّاَج َوُىَو باهُطَلخا ُالله ىهُلَص ِالله ِلْولُسَر ٍَبَ ْ نِم ى  
  ِب َمهُلَسَو ِوْيَلَع ُالله ىهُلَص اًد هُمَُمُ َثَع َب ْدَق َالله هُنِأ َمهُلَسَو ِوْيَلَع اهُمِ َناَكَف َباَتِكّْا ِوْيَلَع َلَِ ََْأَو ِّقَْلْ
 َنَْأر َق ِمْجهُرّا َُةيآ ِوْيَلَع َِِل َْ ُأ اَنَْجََرَو َمهُلَساَو ِوْيَلَع ُالله ىهُلَص ِالله وُلُسَر َمَجَر َف اىاَنْلَرَعَو اىاَن ْ يَعَوَو اى
 َِتب ِاْوُلْضَي َف ِالله ِباَتِك ِفِ َمْجهُرّا َدََنَ اَم ُلِئَاق َلْوَر َي ْنَأ ُناَمز ِساهُنِّب َلَاط ْنِّ َشْخََأف ُهَدْع َب ِكْر
 ِرَف ْى ُالله َاَلََِ  ََْأ ُةَض  اَذِأ ِإَسِّنّاَو ِلاَِجّرّا َنِم َنَصْخَأ اَذِأ َى ِز ْنِم ىَلَع هُقَح ِالله ِباَتِك ِفِ َمْجهُرّا هُنَّو
.ُفًاتِْعِلأا َِوأ ُلَْبلجَا َناَك َْوأ ُةَنِّي َبّْا ِتَمَاق 
 “sesungguhnya Allah mengutus Muhammad membawa kebenaran 
dan Allah menurunkan Al-Qur‟an kepadanya. Di antara ayat yang di 
turunkan itu ada ayat Rajam. Kami membacanya, mempelajarinya 
dan memahaminya. Selanjutnya Rasulullah melaksanakan hukuman 
rajam dan kami juga melaksanakan hukuman rajam setelah zaman 
beliau. Kata Umar, aku takut jika telah berlalu masa yang panjang 
ada orang yang berkata, kami tidak menemukan rajam di dalam 
Kitabullah, oleh sebab itu, mereka meninggalkan kewajiban yang di 
turunkan Allah, padahal sesungguhnya hukuman rajam itu adalah 
benar di dalam Kitabullah yang di berlakukan kepada orang yang 
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berzina apabila ia beristri dan bersuami dati setiap laki-laki dan 
perempuan serta apabila telah kuat bukti, terjadi kehambilan, atau 
atas dasar pengakuan (HR. Muslim). 
 
2) Zina ghoiru mukhson 
Zina ghoiru mukhson yaitu zina yang di lakukan orang yang belum 
menikah, had hukumanya bagi pelaku zina ghoiru mukhson dijilid atau di 
cambuk sebanyak 100 kali dan di buang ke daerah lain selama 1 tahun. 
Yang memiliki hak untuk menetapkan hukuman tersebut hanya khalifah 
atau orang-orang yang di tugasi olehnya seperti qadhi atau hakim. Hakim 
memutuskan perkara pelanggaran hukum dalam mahkamah pengadilan. 
Dalam memutuskan perkara tersebut qadhi itu harus merujuk dan 
mengacu dalam ketetapan syara‟ yang di lakukan pertama kali oleh 
hakim adalah melakukan pembuktian benarkah pelanggaran hukum itu 
benar-benar telah terjadi. 
مِِبِ ْمُكْذُخَْتَ َلاَو .ٍةَدْلَج ًةَئاِم اَمُه ْ ن ِّم ٍدِحاَو هُلُك اْوُدِلْجَاف ِى اِهُ ّاَو ُةَِيَ اِهُ ّا َا  ِنْيِد ِفِ ٌةَْفَأر  
  َنوُنِمْؤ ُق ْمُت ْ نُك ْنِّ ِالله َْيِنِمْؤُلما َن
ِّم ٌةَِفئَاط اَمُه َباَذَع ْدَهْشَي ّو .ِرِخَلأا ِموَيّاَو ِللهِب  
“perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah 
tiap-tiap seseorang dari keduanya mencegah kamu untuk 
(menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan 
hari Akhir, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka di 
saksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman. (QS Al-Nur 
24:2). 
 
3).  Memaksa zina 
Dalam hukum islam memaksa zina merupakan kejahatan seksual yang 
pelakunya dapat di jatuhi hukuman berat, yaitu selain hukuman had zina 
juga dapat di kenai hukuman tazir. 
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Namun bagi wanita yang dipaksa untuk berzina tidak di anggap 
berdosa dan oleh sebab itu tidak di kenakan hukuman, karena ia tidak 
berdaya dan tidak melakukan pelanggaran secara sengaja.  Dasar 
hukumnya adalah (Q.S Al-Nur 24:33) dan (Al-An‟am 6:119) 
Oleh karena ada unsur paksaan inilah yang menjadikan syubhat, Nabi 
SAW menegaskan bahwa hudud harus di hindari jika terdapat hukum 
syubhat. 
 
B. Tinjauan Umum tentang Anak 
1. Pengertian anak 
Menurut pengetahuan umum, yang di maksud dengan anak adalah 
seseorang yang lahir dari hubungan pria dan wanita, sedangkan yang di 
artikan dengan anak-anak adalah seseorang yang yang masih di bawah 
tertentu dan belum dewasa serta belum kawin. Pengertian di maksud 
merupakan pengertian yang sering kali di jadikan pedoman dalam mengkaji 
berbagai persoalan tentang anak. oleh karena ituanak-anak perlu di perhatikan 
secara sunggung-sungguh. Akan tetapi, sebagai makhluk sosial yang paling 
rentan dan lemah, ironisnya anak-anak justru sering kali di tempatkan dalam 
posisi yang paling di rugikan, tidak memiliki hak untuk bersuara dan bahkan 
mereka sering menjadi korban tindak pidana kekerasan dan pelanggaran 
terhadap hak-haknya.
42
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Pengertian anak di sini mencakup batas usia anak. Batas usia anak 
memberikan pengelompokan terhadap seseorang untuk dapat di sebut sebagai 
anak. yang di maksud dengan batas usia anak adalah pengelompokan usia 
maksimum sebagai wujud kemampuan anak dalam status hukum.
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Menurut pasal 45 KUHP di definisikan sebagai berikut: 
Dalam hal penuntutan pidana terhadap orang yang belum dewasa karena 
melakukan sesuatu sebelum umur enam belas tahun. 
Anak menurut UU No. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak adalah 
seseorang yang masih berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam 
kandungan. Perlindungan anak adalah segala kegiatan yang menjamin dan 
melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan 
berparsitipasi,  secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat 
kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. 
Sedangkan hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia  yang wajib di 
jamin, di lindungi, dan di penuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, 
pemerintah dan Negara.
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Dalam kasus ini juga terjerat dalam pasal pasal 81 Undang-Undang 
Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi:
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“(1) setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana di maksud dalam 
pasal 76D di pidana dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling 
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lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar 
rupiah) 
“(2) ketentuan pidana sebagaimana di maksud dalam ayat (1) berlaku pula 
bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian 
kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan denganya atau 
dengan orang lain. 
2. Sistem peradilan pidana anak 
Untuk pembahasan Sistem Peradilan Anak, Jika di perahtikan pengertian 
Sistem Peradilan Anak sebagaimana di maksud pasal 1 angka 1 UU No. 11 
tahun 2012, maka dapat di ketahui bahwa sitem peradilan anak yang di atur 
dalam UU No. 11 tahun 2012 adalah sistem mengenai proses penyelesaian 
perkara “anak yang berhadapan dengan hukum”. 
“anak yang berhadapan dengan hukum” yang di maksud oleh UU No. 11 
tahun 2012 tentang sistem peradilan anak menurut pasal 1 angka 2 terdiri 
atas:
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a. Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya di sebut anak 
adalah anak yang telah berusia 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun 
yang di duga melakukan tindak pidana (pasal 1 angka 3) 
b. Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak 
korban adalah anak yang belum berumur 18 tahun yang mengalami 
penderitaan fisik, mental, dan atau kerugian ekonomi yang di sebabkan 
oleh tindak pidana pasal 1 angka 4) 
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c. Anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut anak 
saksi adalah anak yang belum berumur 18 tahun yang dapat memberikan 
keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di 
sidang pengadilan tentang suatu perkara pidan yang di dengar, di lihat dan 
atau di alaminya sendiri (pasal 1 angka 5).
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3. Problema pemenuhan hak-hak anak berhadapan dengan hukum dan 
strategi advokasi 
Dalam pasal 20 Undang-undang No 23 tahun 2004 mengenai hak-hak 
korban untuk mendapatkan perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, 
kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial atau lembaga pihak lainya 
berdasarkan penetapan pemerintah perlindungan dari pengadilan, pelayanan 
kesehatan, penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban; 
pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat 
pemeriksaan serta pelayanan bimbingan rohani. 
Sebagaimana telah dipaparkan diatas bahwa dalam memenuhi hak-hak 
korban mengalami kesulitan pendampingan. Anak sebagai korban (korban 
dan/ saksi) secara umum problema yang di hadapi dari sisi internal anak 
adalah: ekonomi melemah, gangguan psikis, gangguan fisik. Belum 
mengetahui upaya hukum yang harus di tempuh. Sementara itu dari sisi 
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penanganan anak korban kekerasan yang berasal dari keluarga yang tidak 
dapat mengakses bantuan hukum secara Cuma-Cuma.
48
 
Dalam pelaksanaan advokasi dan pendampingan terhadap korban 
kekerasan tersebut beberapa tahapan: pada saat penanganan korban antara 
lain menyembuhkan trauma, melindungi dari kekerasan dan penelantaran, 
melindungi hak-hak anak, pembelaan dan memberikan perlindungan hukum. 
pendampingan hukum bagi difabel yang menjadi korban suatu tindak pidana   
Dalam sistem peradilan pidana sangat penting dilakukan didasarkan pada 
beberapa hal. Pertama, difabel adalah (differently able) orang-orang 
terklasifikasi memiliki kemampuan yang berbeda dengan masyarakat pada 
umumnya. Dengan kemampuan dan kecakapan yang tidak sama dengan 
mereka yang bukan difabel, mereka seringkali tidak bisa memenuhi 
kebutuhan hidupnya sendiri tanpa bantuan dari orang lain. Akibatnya, ketika 
difabel menjadi korban suatu tindak pidana, mereka seringkali tidak 
menyadari bahwa mereka sebenarnya telah menjadi korban. Di sinilah 
pentingnya pendampingan hukum dalam bentuk dipenuhinya hak-hak mereka 
terutama ketika berhadapan dengan hukum (sistem peradilan pidana). 
Kedua, sistem peradilan pidana hanya memandang korban suatu tindak 
pidana, termasuk difabel tidak lebih dari sekedar sebagai seorang saksi. 
Sebagai seorang saksi, difabel dituntut untuk memberikan kesaksian sesuai 
dengan apa yang ia lihat, ia dengar dan ia alami. Masalah akan muncul ketika 
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tiga hal tersebut diterapkan kepada difabel yang menjadi korban suatu tindak 
pidana. Bagaimana mungkin mereka akan memberikan kesaksian tentang apa 
yang mereka alami jika mereka sendiri tidak bisa melihat dan bahkan tidak 
bisa mendengar? Bagaimana mungkin sistem peradilan pidana dengan 
berbagai tahapan-tahapan dan prosedur yang tidak sederhana menghendaki 
agar difabel menerangkan dengan sebenarnya tentang apa yang mereka lihat, 
dengar dan alami, sedangkan mereka sendiri termasuk ke dalam kategori tuna 
grahita, mental retardasi? Dalam konteks inilah, saksi yang menjadi korban 
suatu tindak pidana tak terkecuali difabel merupakan pihak yang terlupakan 
dalam sistem peradilan pidana (victim as a forgotten system in the criminal 
justice system). 
Ketiga, tidak jarang dijumpai aparat penegak hukum seperti penyidik, 
penuntut umum dan hakim tidak peka terhadap keberadaan difabel yang 
menjadi korban suatu tindak pidana. Penyidik masih enggan memproses suatu 
kasus pidana di mana difabel yang menjadi korbannya dengan alasan tidak 
ada saksi lain selain korban yang melihat kejadian tersebut. Hal yang sama 
juga dilakukan oleh hakim ketika memeriksa suatu perkara di mana 
korbannya adalah difabel. Hakim meragukan kesaksian yang diberikan oleh 
difabel dengan kategori mental retardasi hanya karena antara jawaban yang 
diberikan atas suatu pertanyaan tidak jelas ujung pangkalnya.  
Keempat, masih banyak masyarakat yang tidak peduli dan tidak peka 
terhadap pemenuhan keberadaan difabel yang menjadi korban suatu tindak 
pidana maupun perdata. sehingga masyarakat enggan melaporkan suatu 
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tindak pidana, karena difabel dengan metal retradasi tidak perlu dibela dan 
hanya akan membikin malu. 
 
C. Tinjauan Umum Tentang Disabilitas 
1. Pengertian Disabilitas 
Menurut Undang-undang No.8 tahun 2016 tetang penyandang disabilitas 
adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, 
dan atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dalam 
lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berparsitipasi 
secara penuh dan efektif dengan warga negara lainya berdasarkan kesamaan 
hak.
49
 
Dalam UU N0. 8 tahun 2016 pasal 9 menerangkan hak keadilan dan 
perlindungan hukum untuk penyandang disabilitas meliputi: 
a. Hak atas perlakuan sama di hadapan hukum 
b. Hak di akui sebagai subjek hukum 
c. Hak memiliki dan mewarisi harta bergerak atau tidak bergerak 
d. Hak mengendalikan masalah keuangan atau menunjuk orang untuk 
mewakili kepentingan dalam urusan keuangan 
e. Hak memperoleh akses terhadap pelayanan jasa perbankan maupun 
nonperbankan  
f. Hak memperoleh penyediaan aksesibilitas dalam pelayanan peradilan 
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g. Hak atas perlindungan dari segala tekanan, kekerasan, penganiayaan, 
diskriminasi dan atau perampasan atau pengambil alih hak milik 
h. Hak untuk memilik dan menunjuk orang yang mewakili kepentingan 
dalam hal keperdataan di dalam dan di luar pengadilan 
i. Di lindungi hak kekayaan intelektual 
Dan dalam UU No 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas pasal 26 
hak bebas sari diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi 
meliputi: 
a. Hak bersosialisasi dan berinteraksi dalam kehidupan berkeluarga, 
bermasyarakat dan bernegara tanpa rasa takun; 
b. Hak mendapatkan perlindungan dari segala bentu kekerasan fisik, psikis, 
ekonomi dan seksual.
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2. Jenis-jenis Difabel 
Difabel adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau 
mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan 
baginya untuk melakukan selayaknya yang terdiri dari: 
a. Difabel Fisik 
1) Cacat tubuh/ Tuna Daksa adalah anggota tubuh yang tidak sempurna 
bisa dari lahir maupun karena kecelakaan yang menyebabkan 
aktivitasnya terganggu. Contohya seperti: amputansi kaki karena 
kecelakaan. 
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2) Tuna Rungu Wicara adalah kecacatan sebagai akibat hilangnya atau 
terganggunya fungsi pendengaran dan atau fungsi bicara baik di 
sebabkan oleh kelahiran, kecelakaan, maupun penyakit, yang terdiri 
dari: Tuna Rungu dan Wicara, Tuna Rungu, Tuna Wicara. 
3) Tuna Netra adalah seseorang yang terhambat mobilitas gerak 
disebabkan oleh hilang tau berkurangnya fungsi penglihatan senagai 
akibat dari lahir, kecelakaan, atupun penyakit. 
b. Difabel Mental 
1) Difabel Mental Retradaksi adalah seseorang yang perkembangan 
mentalnya (IQ) tidak sejalan dengan pertumbuhan usia biologisnya. 
2) Eks Psikotik, adalah seseorang yang mengalami gangguan jiwa. 
c. Difabel Fisik dan Mental adalah seseorang yang memiliki kelaian pada 
fisik dan mentalnya. 
 
3. Difabel berhadapan dengan hukum 
Hukum di indonesia masih sangat minim mengatur perlindungan difabel 
baik dari segi substansi hukum, aparat penegak hukum, sarana peradilan, dan 
budaya hukum.
51
 Hal ini tidak lepas dari model medis uang begitu kuat di 
Indonesia, sehingga pemangku kebijakan serta kebijakan yang di hasilkan 
belum mengubah kebijakan hukum yang lebih fleksibel dan berpihak kepada 
difabelseperti konsep model soaial. M. Syafi‟i menyatakan ada empat 
permasalahan hukum yang mengakibatkan sistem hukum di Indonesia masih 
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diskriminatif kepada difabel. Keempat masalah tersebut adalah substansi 
hukum yang menciderai nilai kemanusiaan, aparat enegak hukum yang tidak 
progresif, sarana dan prasarana peradilan yang mudah di akses, serta budaya 
hukum lemah. 
Substansi hukum, khususnya hukum pidana materiil (kitab Undang-
undang Hukum Pidana/KUHP) dan formil (Kitab Undang-undang 
HukumAcara Pidana/KUHAP) belum memperlihatkan karakteristik difabel. 
Stigma negatif  terkait difabel di temukan dalam peraturan perundang-
undangan yang masih berlaku saat ini. Misalnya, pengaturan dalam KUHP 
dan KUHAP yang masih memandang difabel sebagai orang yang tak cakap 
hukum. Selain itu, KUHAP juga hanya mengatur kewajiban memberikan 
penasihat hukum kepada tersangka/ terdakwa untuk pembelaan, tetapi tidak 
untuk korban.
52
penasihat hukum bagi korban dan saksi difabel nuga perlu di 
penuhi karena sudah di jamin dalam Undang-undang perlindungan saksi dan 
korban. Sebagai korban, difabel semestinya perlu di lindungi dan di berikan 
hak-hak sebagai berikut: 
a. Hak untuk mendapatkan pendamping hukum 
b. Hak untuk mendapatkan penerjemah 
c. Hak untuk mendapatkan ahli 
d. Hak untuk bebas dari pernyataan menjerat dan merendahkan 
e. Hak untuk di periksa penyidik, jaksa dan hakim yang paham difabel 
f. Hak untuk mendapatkan informasi dan perkembangan kasus 
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Praktik penegakan hukum menunjukan adanya dua kontroversi penting 
yang harus terselesaikan, kontroversi tersebut berkaitan dengan kasus difabel 
sebagai korban perbuatan pidana dan difabel sebagi pelaku perbuatan pidana. 
Pemahaman aparat penegakan hukum terdapat pemenuhan hak-hak difabel 
yang sangat minim dan dan pengabaian karena stigma negatif, beberapa kasus 
menunjukan bahwa ketika difabel menjadi korban perbuatan pidana, maka 
aparat penegak hukum terkesan malas dan kesulitan untuk merekontruksi 
hukum untuk mengadili pelaku. Dengan alasan korban tidak dapat 
memberikan kesaksian yang memadai, maka proses peradilan perbuatan 
pidana tersebut tidak di teruskan. Pada kasus-kasus aparat penegak hukum 
lupa bahwa korban siapaun dia, seperti apapun kondisi dia, seperti apapun 
kondisi fisik dan mentalnya mereka merupakan manusia yang memiliki hak 
atas perlindungan dari ancaman dan prakter perbuatan pidana yang di lakukan 
oleh orang lain. 
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BAB III 
DESKRIPSI PERKARA NOMOR.155/Pid.Sus/2016/PN.Byl PADA 
PENGADILAN NEGERI BOYOLALI 
TENTANG TINDAK PIDANA PERKOSAAN TERHADAP ANAK 
DIFABEL 
 
A. Deskripsi perkara nomor 155/Pid.Sus/2016/PN Byl 
1. Deskripsi kasus 
Disini penulis akan menceritakan kronologi kasus tindak pidana 
kejahatan seksual terhadap anak difabel sebagaimana di tuangkan dalam 
dakwaan tertulis. Dalam kasus DI  yang berumur 17 tahun 8 bulan dengan 
kondisi mental retardasi ringan yang berbeda berfikirnya dengan manusia 
pada umumnya yaitu dengan setara dengan berfikirnya anak berumur 7 tahun 
6 bulan dan nampak ada hambatan yang menonjol dalam bersosialisasi dan 
berkomunikasi. Sehingga dengan keterbelakangan mental tersebut di 
manfaatkan oleh para laki-laki yang sedang bekerja di tol semarang-solo 
dengan merayu korban. 
Bahwa selanjutnya pada hari minggu tanggal 07 Agustus 2016 sekitar 
pukul 20.00 WIB terdakwa 1 keluar dari rumah kontrakan bersama teman 
terdakwawa 1 yaitu saksi Ahmat Sarondi dan saksi Imam Nurul Santoso 
untuk membeli rokok di tengah jalan deket perempatan terdakwa 1 dan 
temen-temenya bertemu dengan DI, kemudian terdakwa 1 bertanya kepada 
Desty “warung rokok dimana mbak?  Lalu saksi Desty menjawab “ayo saya 
antar? Selanjutnya bersama-sama berjalan mencari warung rokok namun 
tidak juga menemukan warung yang menjual merk rokok yangdi inginkan, 
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lalu terdakwa 1 bertanya kepada Desty apa gak dimarahin bapak kamu, kamu 
keluar malem? Dan saksi Desty menjawab tidak?, 
Sambil terus berjalan mencari rokok terdakwa 1 mengajak saksi DI untuk 
mengobrol sambil menyelipkan rayuan kepada DI dan keinginanya terdakwa 
1 untuk mencari saksi DI  namun saat itu menoak terdakwa 1, karena tidak 
juga menemukan warung rokok yang di inginkan akhirnya terdakwa 1 saksi 
Ahmat Sarondi saksi Imam Nurul Santoso dan DI  berjalan sampai di SDN 1 
Denggungan Banyudono Boyolali kemudian terdakwa 1 berhenti lalu duduk 
di pagar tembok diikuti oleh DI, untuk saksi Ahmat Saerondi berdiri di 
belakang pagar, sedang saksi Imam Nurul Santoso duduk jongkok di ekat 
terdakwa 1, saat itu terdakwa 1 masih terus melancarkan aksinya merayu 
saksi Desty untuk di jadikan pacar sambio mencoba memeluk saksi Desty, 
kemudian karena sudah malam setelah itu masing-masing pulang kembali 
lerumahny 
Selajutnya pada hari selasa tanggal 09 Agustus 2016 sekitar pukul 20.00 
WIB Terdakwa 1 keluar lagi dari rumah kontrakan bersama dengan 
terdakwaII, Terdakwa III, saksi Ahmad Sarondi dan saksi Bejo untuk 
membeli kopi, di tengah jalan terdakwa 1 dan temen-temenya berhenti 
sebentar untuk membeli rokok tetapi merk rokok yang di inginkan terdakwa 1 
dan temen-temenya tidak ada di warung tersebut lalu terdakwa 1 dan temen-
temenya berjalan lagi dan di tengah jalan bertemu dengan saksi Desty 
kemudian terdakwa 111 bertanya kepad DI „mbak warung rokok dimana 
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?,lalu DI,  terdakwa 111 dan saksi Bejo berjalan ke warung rokok sedangkan 
yang lain menunggu di jala 
Setelah membeli rokok saksi Desty, terdakwa III dan saksi Bejo kembali 
menemui terdakwa I, lalu terdakwa I mengajak DI dan temen-temenya untuk 
jalan-jalan ke kebun bambu di dk krecek RT.04 RW,02 desa denggungan 
kecamatan banyudono kabupaten Boyolali, awalnya terdakwa III dan DI 
berjalan duluan ke kebun bambu tersebut lalu terdakwa I dan terdakwa II 
menyusul, sedang saksi Ahmad Sarondi dan Bejo memilih untuk pulang 
kembali ke rumah kontrakan; 
Saat sampai ke kebun bambu, DI , terdakwa II dan terdakwa III duduk 
berjejer lalu DI  mendekati terdakwa I dan saat itu terdakwa I menyatakan 
„mau gak tidur sama aku‟ dan DI hanya diam, selanjutnya terdakwa I 
mengatakan kalau kamu tidak mau , kamu tak anau (sambil terdakwa 
mengepalkan tanganya)‟ sehingga merasa takut lalu diam aja ketika diajak 
terdakwa I untuk menuju ke bawah pohon bambu gelap dan jauh dari 
terdakwa II dan terdakwa III 
Selanjutnya saat samapai di bawah pohon bambu, lalu terdakwa I 
membuka celananya sampai selutut dan DI juga membuka celananya sampai 
sebatas lutut lalu terdakwa I naik ke atas tanah selanjutnya terdakwa I 
memasukkan kemaluanya yang sudah menegang kedalam kemaluan DI dan 
belum sampai terdakwa I mengeluarkan air mani terdakwa I  mencabut 
kemaluanya kemudian memakai celananya kembali lalu meninggalkan DI 
menuju tempat terdakwa II dan terdakwa III menunggu; 
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Saat terdakwa I berjalan tersebut terdakwa I bertemu dengan terdakwa II 
dan terdakwa I bertanya kepada terdakwa II „mau kemana mas?‟dan di jawab 
„mau kesana?‟sambil menunjuk ke arah DI berada, saat sampai terdakwa II 
melihat DI dalam keadaan tidak memakai celana sehingga terdakwa II merasa 
meranggsang dan tanpa mengatakan apapun terdakwa II langsung membuka 
celananya sendiri lalu terdakwa II menyuruh DI untuk berbaring di tanah dan 
terdakwa II langsung memasukkan kemaluanya yang sudah menegang 
kedalam kemaluan DI kemudian Terdakwa II menggoyangkan pantatnya 
maju mundur beberapa kali lalu terdakwa II mengeluarkan mani di luar 
kemaluan DI kemudian terdakw II memakai celananya kembali 
meninggalkan DI menuju tempat terdakwa I dan terdakwa II yang sedang 
menunggu; 
Saat terdakwa II telah kembali selanjutnya terdakwa III yang ganti 
menuju tempat DI berada, saat samapai terdakwa III langsung melepaskan 
celananya kemudian mencium bibir dan menjilat payudara DI  lalu terdakwa 
III memasukkan kemaluanya yang sudah menegang kedalam kemaluan DI 
sampai mengeluarkan mani di dalam kemaluan DI setelah itu terdakwa III 
memakai celananya kembali lalu para terdakwa dan DI  pulang ke rumah 
masing-masing; 
2. Pembuktian dalam persidangan 
untuk membuktikan dakwaanya, penuntut umum telah mengajukan saksi-
saksi sebagai berikut; 
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a. Saksi Korban 
Desty Istiqomah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan 
sebagai berikut; 
a) Bahwa, saksi kenal dengan terdakwa-terdakwa; 
b) Bahwa saksi kenal karena saat itu saksi sedang di tengah jalan bertemu 
dengan terdakwa-terdakwa; 
c) Bahwa, setahu saksi bahwa terdakwa-terdakwa bekerja di proyek jalan 
tol solo semarang; 
d) Bahwa, saksi awalnya kenal terdakwa-terdakwa sekitar bulan Agustus 
tahun ini pada malam hari, saat itu saksi bertemu dengan 3 orang laki-
laki yang saat itu menanyakan dimana warung yang menjual obat 
batuk komix 
e) Bahwa, saat itu mengantarkan 3 orang laki-laki tersebut ke warung 
yang menjual obat batuk komix; 
f) Bahwa, setelah membeli obat batuk komix, ke 3 orang laki-laki 
tersebut mengajak saksi ke sekolah SD; 
g) Bahwa, akhirnya saksi ikut bersama dengan 3 orang laki-laki tesebut 
ke sekolah SD; 
h) Bahwa, sampai di sekolah, 1 orang laki-laki menarik tangan saksi 
Desty ke parkiran sekolah lalu laki-laki tersebut membuka celananya 
dalam dan celana pendek saksi, lalu mencium bibir saksi, memegang 
payudara dan menjilat kemaluan Desty. Lalu laki-laki tersebut 
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membuka celananya dan memasukkan kemaluanya ke dalam kemaluan 
saksi; 
i) Bahwa, saat laki-laki tersebut memasukkan kemaluanya ke dalam 
kemaluan saksi, dan saksi merasakan kesakitan; 
j) Bahwa, saksi tidak bisa melawan karena tangan saksi di pegang; 
k) Bahwa setelah laki-laki tersebut menyetubuhi saksi, laki-lakitersebut 
meninggalkan saksi sendirian di parkiran sekolah lalu saksi pulang 
sendirian ke rumah saksi; 
l) Bahwa, di persidangan di tunjukan  foto terdakwa-terdakwa dan saksi 
menerangkan bahwa laki-laki yang saksi maksut adalah terdakwa 
Amat Safodin; 
m) Bahwa, sebelum terdakwa Amat Safodin menyetubuhi saksi, terdakwa 
Amat Safodin menanyakan kepada Saksi apakah saksi sudah punya 
pacar  dan skai mengatakan mau memacari saksi tapi saksi tidak mau 
karena saksi tidak suka; 
n) Bahwa saat itu saksi memakai baju kaos lengan panjang warna merah 
muda, celana jeans panjang warna biru, BH warna abu-abu, mengenai 
celana dalam saksi lupa (saksi membenarkan barang-barang bukti yang 
di perlihatkan di muka persidangan kecuali BH warna abu-abu tidak di 
hadirkan sebagai barang bukti); 
o) Bahwa, setelah kejadian, saksi tidak menceritakan kepada keluarga 
saksi; 
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p) Bahwa, seminggu kemudian saksi bertemu lagi dengan 5 orang laki-
laki saat saksi sedang membeli es teh di warung; 
q) Bahwa 3 orang dari 5 orang tersebut kemudian mengajak saksi ke 
kebun kosong/balong; 
r) Bahwa, di persdangan di tunjukan foto-foto terdakwa dan sksi 
menerangkan bahwa terdakwa-terdakwalah laki-laki yang saksi 
maksud; 
s) Bahwa, di kebun kosong kemudian terdakwa Nuryanto, terdakwa 
Amat Safodin, saksi dan terdakwa Sugito duduk berjejer kemudian 
saksi mendekati Amat Safodin  dan mengobrol lalu saksi dan terdakwa 
Amat Safodin berjalan ke arah kebun kosong; 
t) Bahwa kemudian terdakwa Amat Safodin menarik tangan saksi 
sehingga saksi terjatuh ke tanah dengan posisi berbaring, lalu terdakwa 
Amat Safodin melepas celananya, melepas celana dan celana dalam 
saksi, mencium bibir saksi, menjilat payudara saksi lalu terdakwa 
Amat safodin memasukkan kemaluanya dalam kemaluan saksi sampai 
mengeluarkan sperma di luar kemaluan  saksi selanjutnya terdakwa 
Amat Safodin memakai celananya dan pergi meninggalkan saksi yang 
masih berbaring di tanah; 
u) Bahwa, tidak beberapa lama kemudian datang terdakwa Sugito lalu 
melepaskan celananya kemudian mecium bibir dan menjilat payudara 
saksi, memasukan kemaluanya kedalam kemaluan saksi selanjutnya 
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terdakwa Sugito memakai celananya dan pergi meninggalkan saksi 
yang masih berbaring di tanah; 
v) Dan selanjutnya datanglah terdakwa Nuryanto melepaskan celananya 
kemudian mencium bibir, menjilat payudara dan memasukkan 
kemaluanya ke dalam kemaluan saksi sampai mengeluarkan sperma di 
luar kemaluan saksi selanjutnya terdakwa Nuryanto memakai 
celananya dan pergi meninggalkan saksi yang masih berbaring di 
tanah; 
w) Bahwa, sebelum menyetubuhi saksi, terdakwa sugito tidak mengatakan 
apapun; 
x) Bahwa, sebelum menyetubuhi saksi, terdakwa Nuryanto mengatakan 
menyukai saksi; 
y) Bahwa, beberapa hari kemudian saat saksi sedang di warung milik 
Rokimah mau membeli es teh bertemu lagi dengan terdakwa Nuryanto 
dan temenya kemudian terdakwa Nuryanto menarik tangan saksi dan 
membujuk saksi ke kebun kosong di dukuh krecek RT.04 RW.02 desa 
denggungan kecamatan banyudono kabupaten Boyolali. Sesampaianya 
di kebun kosong saksi menghampiri teman terdakwa Nuryanto dan 
duduk mengobrol denga teman terdakwa Nuryanto sambil teman 
terdakwa Nuryanto memijat pundak saksi sedangkan terdakwa 
Nuryanto sedang bermain handphone  kemudian saksi menghampiri 
terdakwa Nuryanto dan mengobrol dengan terdakwa Nuryanto  lalu 
terdakwa Nuryanto mengajak saksi berjalan ke arah kebon kosong 
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selanutnya terdakwa Nuryanto melepas celana saksi dan celananya 
kemudian terdakwa Nuryanto mencium bibir dan meraba payudara 
saksi kemudian memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi 
sampai mengeluarkan sperma di luar kemaluan saksi selanjutnya 
terdakwa Nuryanto tersebut memakai celananya dan pergi 
meninggalkan saksi yang masih berbaring di tanah; 
z) Bahwa, setelah terdakwa nuryanto meninggalkan saksi dan temen 
terdakwa nuryanto mencium bibir dan menjilat payudara saksi lalu 
melepaskan celananya kemudian memasukkan kemaluanya ke dalam 
kemaluan saksi sampai mengeluarkan sperma di luar kemaluan saksi 
selanjutnya teman terdakwa nuryanto tersebut memakai celananya dan 
pergi meninggalkan saksi yang masih berbaring di tanah; 
aa) Bahwa, di persidangan di tujukkan foto terdakwa-terdakwa dan saksi 
menerangkan bahwa hanya terdakwa nuryanto sebagai salah seorang 
yang menyetubuhi saksi di kebun kosong/ balong saat itu sedangkan 
teman terdakwa nuryanto yang saksi maksud bukanlah terdakwa-
terdakwa; 
bb) Bahwa, saksi tidak pernah menceritakan kepada keluarga saksi 
mengenai kejadian tersebut; 
cc) Bahwa, saat kejadian di kebun kosong/ balong saksi memakai baju 
kaos lengan panjang warna putih motif garis warna ungu, celana kain 
panjang warna biru dongker motif kembang-kembang kuning, BH 
warna biru muda dan celana dalam warna merah muda motif kembang 
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(sasi membenarkan barang-barang bukti yang di perlihatkan di 
persidangan); 
dd) Bahwa, akhirnya keluarga saksi mengetahui tentang kejadian ini 
karena suatu hari saat saksi sedang di prapatan desa, saksi bertemu 
dengan terdakwa nuryanto, teman terdakwa nuryanto yang 
menyetubuhi saksi di kebun kosong terakhir kalinya, ahmad dan imam 
lalau saat itu saksi mengatakan bahwa saksi telat datang  kemudian 
saksi dan teman-temanya saat itu lari meninggalkan saksi dan saksi 
menangis. Saat saksi menangis ada tetangga saksi yang melihat saksi 
lalu memanggil saksi dan memanggil keluarga saksi untuk 
menanyakan sebab saksi menangis sehingga saat itu saksi 
menceritakan tentang persetubuhan yang di lakukan terhadap saksi; 
ee) Bahwa, tetangga saksi yang saksi maksud bernama prih dyastuti; 
Terhadap keterangan saksi, terdakwa 1. Amat safodin dan 
terdakwa 2. Sugito memberikan pendapat bahwa keterangan terdakwa 
saksi tersebut adalah benar; 
b. Saksi-saksi 
1) Romadhony, di bawah sumpah pada pokooknya menerangkan sebagai 
berikut: 
a) Bahwa, saksi adalah kakak kandungnya dari desty istiqomah; 
b) Bahwa, desty lahir di boyolali pada tanggal 03 Desember 1999; 
c) Bahwa, pada awalnya sekitar bulan agustus 2016 fajar 
memberitahu kepada saksi bahwa desty sering di bawa oleh orang 
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yang kerja di tol kemudian saksi dan fajar mencari orang yang di 
maksud dan ketemunya di pos ronda tersebut di ajak oleh fajar ke 
rumah fajar dan saksi memanggil pak RT kemudian pindah lagi ke 
rumah saksi untuk di pertemukan dengan desty; 
d) Bahwa, setelah saksi dan orang yang di pos ronda di bawa ke 
rumah saksi dan di pertemukan dengan desty lalu desty langsung 
marah dan emosi sampsi melempari botol-botol dan pingsan; 
e) Bahwa, orang yang ada di pos ronda yang di kumpulkan di rumah 
saksi saat itu ada 5 orang; 
f) Bahwa, diantara 5 orang yang di bawa dari pos ronda termasuk 
terdakwa-terdakwa kecuali tedakwa nutyanto dan temenya yang 
bernama waliyadi tidak ada akan tetapi kemudian mandor jalan tol 
memanggil terdakwa nuryanto dan waliyadi ke rumah saksi; 
g) Bahwa, menurut desty yang menyetubuhinya sebanyak 7 orang 
termasuk terdakwa-terdakwa; 
h) Bahwa, sebelumnya desty tidak pernah bercerita tentang 
persetubuhan yang di lakukan oleh terdakwa-terdakwa akan tetapi 
saksi sempat curiga karena sifat desty tiba-tiba berubah menjadi 
gugup dan cara jalanya juga berbeda jadi mekeh; 
i) Bahwa, desty mempunyai kekurangan dan tidak bertubuh kembang 
seperti anak sebeyanya akan tetapi desti mampu menceritakan 
kejadian-kejadian yang menimpanya; 
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j) Bahwa, saksi membenarkan barang-barang bukti yang di 
perlihatkan di juka persidangan adalah pakaian milik desty akan 
tetapi saksi tidak mengetahui apakah pakaian-pakaian tersebut 
yang di pakai oleh desty saat kejadian; 
Terhadap keterangan saksi, terdakwa-terdakwa memberikan pendapat 
bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar; 
2). Rokimah binti Alm. Iman Rejo dibawah sumpah pada pokoknya 
menerangkan sebagai berikut: 
a) Bahwa, pada tanggal 17 agustus 2016 sekitar pukul 14.00 WIB saksi 
di panggil oleh pak RT dan inung dan di beritahu ada masalah 
dengan Desty sehingga kemudian saksi langsung ke rumah Desty 
dan mengajak Desty ke rumah saksi; 
b) Bahwa, setelah di rumah saksi, saksi menyatakan kepada Desty apa 
masalahnya dan desty mengatakan yang sakit adalah perutnya dan 
vaginanya; 
c) Bahwa, setelah itu para pelaku sebanyak 7 orang datang kerumah 
saksi dan engan spontan desty langsung berdiri dan menarik rambut 
salah satu pelaku dan desty langsung mengamuk kepada pelaku 
tersebut; 
d) Bahwa, diantara 7 orang tersebut termasuk juga terdakwa-terdakwa; 
e) Bahwa, saat ditanya desty selalu berubah-ubah jawabanya, kadang 5 
dan kadang 7 orang; 
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f) Bahwa, saksi tidak ingat satu persatu terdakwa-terdakwa dan teman 
terdakwa-terdakwa akan tetapi seingat saksi bahwa sekitar tanggal 
13 agustus sekitar pukul 20.00 WIB saat ada lomba agustusan saksi 
pernah melihat terdakwa-terdakwa dan temanya bersama desty jajan 
ke warung saksi lalu mereka jalan ke arah selatan; 
g) Bahwa, saat itu terdakwa-terdakwa dan temanya 4 orang dan salah 
satu dari mereka bertanya kepada desty dimana warung rokok lalu 
desty mengantarkan mereka dengan jalan kaki ke arah selatan; 
h) Bahwa, selanjutnya saksi tidak tahu lagi kemana desty dan terdakwa-
terdakwa serta teman-temanya itu pergi; 
i) Bahwa, saat itu saksi sudah mengatakan kepada terdakwa-terdakwa 
dan temanya  bahwa desty berbeda dengan anak-anak normal lainya; 
j) Bahwa, setelah mengatakannya lalu terdakwa-terdakwa menjawab 
kalau normal pasti tidak mau karena belum kenal; 
k) Bahwa, saksi bisa memastikan bahwa terdakawa sudah tahu ketidak 
normalan desty tersebut; 
l) Bahwa, saksi tidak pernah memberitahukan kepada keluarga desty 
karena saksi tidak menyangka kalau ada kejadian seperti itu; 
m) Bahwa, saat itu wajah desti rautnya biasa saja sehingga saksi tidak 
curiga; 
n) Bahwa saksi mebenarkan barang-barang bukti yang di perlihatkan 
dalam persidangan; 
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Terhadap keterangan saksi, terdakwa-terdakwa memberikan pendapat 
bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar; 
3). Ahmad Sarondi bin Sukarmin dibawah sumpah pada pokoknya 
menerangkan sebagai berikut: 
a) Bahwa, pada hari selasa tanggal 9 Agustus 2016 sekitar pukul 22.00 
WIB saat berada dalam kontrakan terdakwa amat safodin dan 
terdakwa sugito bercerita kepada saksi, bejo dan imam bahwa hari 
itu juga sekitar pukul 22.00 terdakwa amat safodin terdakwa sugito, 
terdakwa nuryanto telah melakukan persetubuhan dengan desty di 
kebun bambu di dukuh krecek desa denggungan kecamatan 
banyudono kabupaten boyolali; 
b) Bahwa, sebelumnya pada pukul 20.00 WIB saksi bersama dengan 
terdakwa nuryanto, terdakwa amat safodin, terdakwa sugito, dan 
bejo bertemu dengan desty di tengah jalan saat saksi dan temen-
temenya mau cari warung rokok lalu desty yang mengantarkan 
terdakwa nuryantodan bejo ke warung rokok sedangkan saksi 
terdakwa amat safodin dan terdakwa sugito menunggu di jalan, tidak 
beberapa lama kemudian terdakwa nuryanto, bejo dan desty kembali 
menemui saksi, terdakwa amat safodin dan terdakwa sugito yang 
masih menunggu di jalan kemudian saksi dan bejo kembali ke rumah 
kontrakan sedangkan terdakwa nuryanto terdakwa amat safodin 
terdakwa sugito dan desty tetap tinggal di tempat tersebut; 
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c) Bahwa, berselang beberapa jam kemudian terdakwa nuryanto, 
terdakwa amat safodin dan terdakwa sugito kembali ke rumah 
kontrakan dan saat itulah terdakwa amat safodin dan terdakwa sugito 
bercerita kepada saksi, bejo dan imam bahwa terdakwa amat safodin  
terdakwa sugito dan terdakwa nuryanto telah melakukan 
persetubuhan dengan desty di kebun bambu di dukuh krecek desa 
denggungan kecamatan banyudono kabupaten boyolali; 
d) Bahwa, saat itu yang ada di dalam rumah kontrakan adalah saksi, 
terdakwa amat safodin, terdakwa sugito, bejo, imam dan terdakwa 
nuryanto; 
e) Bahwa saat itu terdakwa sugito mengatakan terdakwa nuryanto juga 
ikut menyetubuhi desty akan tetapi terdakwa nuryanto 
membantahnya dan mengatakan tidak benar dan tidak bernafsu; 
f) Bahwa, malam itu terdakwa amat safodin dan terdakwa sugito yang 
banyak bercerita tentang persetubuhan mereka dengan desty sampai 
akhirnya saksi, terdakwa amat safodin, terdakwa sugito, bejo, imam 
dan terdakwa nuryanto tidur; 
g) Bahwa, saatitu terdakwa amat safodin dan terdakwa sugito bercerita 
bahwa mereka berdua telah menyetubuhi desty istiqomah sebanyak 1 
kali; 
h) Bahwa, saat itu terdakwa nuryanto tidak mengakui ikut menyetubuhi 
desty; 
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i) Bahwa, menurut cerita terdakwa amat safodin dan terdakwa sugito 
setelah membeli rokok terdakwa amat safodin mengajak desty ke 
kebun bambu di dukuh krecek, desa denggungan kecamatan 
banyudono kabupaten boyolali lalu terdakwa amat safodin mengajak 
desty bersetubuh dan desty mau kemudian tersdakwa amat safodin 
dan desty membuka celana masing-masing kemudian terdakwa amat 
safodin memasukkan kemaluanya ke dalam kemaluan desty 
selanjutnya terdakwa sugito datang dan melihat desty tidak memakai 
celana kemudian terdakwa sugito mengajak desty bersetubuh dan 
desty juga mau; 
j) Bahwa, selain itu saksi juga bertemu dengan desty di warung milik 
rokimah pada hari sabtu tanggal 13 agustus 2016 pukul 20.00 saat 
saksi bersama dengan terdakwa nuryanto, waliyadi, bejo, dan imam 
kemudian terdakwa nuryanto dan waliyadi pergi entah kemana 
sedangkan saksi, bejo dan imam pergi menonton perlombaan 
agustusan; 
k) Bahwa, kemudian sekitar pukul 21.30 setelah di rumah kontrakan 
bejo dan imam menceritakan kepada saksi bahwa tadi waliyadi dan 
terdakwa nuryanto telah menyetubuhi desty di kebun bambu di 
dukuh krecek desa denggungan kecamatan banyudono kabupaten 
boyolali; 
60 
 
 
 
l) Bahwa, menurut cerita bejo dan imam bahwa terdakwa nuryanto dan 
waliyadi yang mengajak desty ke kebun bambu di dukuh krecek desa 
denggungan kecamatan banyudono kabupaten boyolali; 
m) Bahwa, menurut cerita bejo dan imam tujuan terdakwa nuryanto 
mengajak desty ke kebun kosong dalah untuk menyetubuhi desty; 
n) Bahwa, terdakwa nuryanto selalu tidak mengakui menyetubuhi desty 
denga alasan kemaluan terdakwa nuryanto tidak menegang 
sehinggaterdakwa nuryanto hanya memegang, meremas payudara 
dan mencium desty; 
o) Bahwa, saksi tidak ingat pakaian yang di pakai oleh desty saat saksi 
bertemu desty; 
p) Bahwa, saksi sendiri pernah bertemu desty sebanyak 3 kai yaitu 
tanggal 7 agustus, 9 agustus dan 13 agustus 2016; 
q) Bahwa, pada tanggal 7 agustus saat saksi bersama denga para 
terdakwa hendak ke warung rokok di tengah jalan beretmu desty 
yang sedang duduk di oerempatan jalan dan para terdakwa tanya 
warung rokok dimana sdan setelah itu di antarkan desty ke warung 
rokok; 
r) Bahwa, setelah mencari di 3 warung rokok namun tidak ada rokok 
yang di inginkan dan para terdakwa dan desty tiba di SDN 1 
denggungan lalu terdakwa amat safodin duduk di buk bersebelahan 
dengan desty sedangkan saksi berdiri di belakang buk dan imam 
duduk jongkok 3 meter dari terdakwa amat safodin; 
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s) Bahwa, saat itu terdawa amat safodin berbicar denga desty  
kemudian terdakwa mengajak desty ke sebelah sekolah; 
t) Bahwa, saksi tidak tahu yang di icarakan saat itu; 
u) Bahwa, sekitar 10 menit kemudian kemudian terdakwa dan desty 
kembali menemui saksi imam yang sedang berdiri di depan gerbang 
SDN 1 denggungan; 
Terhadap keterangan saksi, terdakwa-erdakwa memberikan pendapat 
bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar; 
c. Keterangan Terdakwa 
1).  Amat safodin alias Mat bin Darto. 
a) Bahwa, terdakwa pernah bertemu dengan desty sebanyak 2 kali; 
b) Bahwa, pertama kalinya tyaitu pada tanggal 7 agustus sekitar 
pukul 20.00 saat terdakwa bersama dengan amat sarondi dan 
imam hendak mencari warung rokok dan di tengah jalan terdakwa 
bertemu desty yang sedang duduk di perempatan jalan kemudian 
terdakwa bertanya kepada desty dimana warung rokok dan desty 
langsung mengantarkan terdakwa dan temen-temen terdakwa 
saatitu juga; 
c) Bahwa, setelah mencari di 3 warung rokok namun rokok yang di 
inginkan tidak ketemu juga sampai akhirnya terdakwa bersama 
dengan ahmat sarondi, imam dan desty tiba di SDN 1 denggungan 
lalu terdakwa duduk di buk bersebelahan dengan desty sedangkan 
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ahmad sarondi berdiri di di belakang buk dan imam duduk 
jongkok sekitar 3 meteran dari terdakwa; 
d) Bahwa, saat itu terdakwa menanyakan kepada desty apakah sudah 
punya pacar dan desty hanya senyum kemudian terdakwa 
mengatakan agarterdakwa pacari saja dan desty menganguk 
kemudian terdakwa memeluk desty dari sampin lalu terdakwa 
mengajak desty ke sebelah sekolah; 
e) Bahwa, setelah di sebelah sekolah kemudian posisi berdiri 
terdakwa memegang kemaluan desty masih memakai celanany 
lalu terdakwa mnedengar suara orang berjalan sehingga kemudian 
terdakwa dan desty menemui ahmad sarondi dan imam yang 
sedang berdiri di depan gerbang SDN 1 denggungan; 
f) Bahwa, selain itu terdakwa bertemu lagi dengan desty pada hari 
selasa 9 agustus 2016 sekitar pukul 20.00 saat itu terdakwa dengan 
4 orang temen terdakwa yaitu terdakwa nuryanto, terdakwa sugito, 
ahmad sarondi dan bejo pergi kewarung kopi dan di tengah jalan 
berhenti sebentar mau membeli rokok akan tetapi tidak 
menemukan rokok yang di inginkan kemudian berjalan lagi dan di 
tengah jalan bertemu desty kemudian terdakwa nuryanto 
menanyakan dimana warung rokok dan saat itu desty mengatakan 
mau mengantarkan ke warung rokok; 
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g) Bahwa yang pergi ke warung rokok saat itu adalah terdakwa 
nuryanto bejo dan desty sedangkan terdakwa, terdakwa sgito dan 
ahmad sarondi menunggu di jalan; 
h) Bahwa, setelah membei rokok kemudian terdakwa nuryanto, bejo 
dan desty kembali menemui terdakwa, terdakwa sugito dan ahmad 
sarondi dan bejo menunggu di jalan; 
i) Bahwa, desty mengajak terdakwa nuryanto ke ekbun kosong, 
terdakwa dan terdakwa sugito juga ikut menyusul sedangkan 
ahmad sarondi dan bejo pulang ke kontrakan; 
j) Bahwa, di kebun kosog tersebut kemudian terdakwa nuryanto, 
terdakwa, desty dan terdakwa sugito duduk jejer kemudian desti 
mendekati terdakwa kemudian terdakwa bertanya kepada desty 
mau gak tidur bareng aku? Desty hanya tersenyum dan 
mengangguk lalu terdakwa dan desty berjalan berdua menuju 
bawah pohon bambu di sebuah kebun kosong; 
k) Bahwa, sesampainya di sana lalu desty membuka celananya 
sampai selutut kemudian terdakwa terdakwa tiduran dan desty 
naik di atas badan terdakwa lalu terdakwa gantian naik di atas 
badan desty yang sedang tiduran di tanah kemudian terdakwa 
memasukkan sedikit kemaluan terdakwa ke dalam kemaluan desty 
sebanyak 3 kali masing-masing selama 1 menit akan tetapi sperma 
tidak keluar karena setiap kali kemaluan terdakwa masuk ke dalan 
kemaluan desty, tiba-tiba kemaluan terdakwa menjadi lemas; 
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l) Bahwa, kemudian terdakwa berdiri dan mengenakan celana 
terdakwa dan menyuruh desty mengenakan celananya dan 
terdakwa meninggalkan desty menuju ketempat terdakwa 
nuryanto yang sedang menunggu; 
m) Bahwa, setelah terdakwa meninggalkan desty terdakwa bertemu 
dengan terdakwa sugito dan terdakwa bertanya mau kemana? Dan 
di jawab oleh terdakwa sugito mau kesana; 
n) Bahwa yang di maksut sugito adalah maumenemui desty; 
o) Bahwa, terdakwa tidak tahu apakah erdakwa sugito menyetubuhi 
desty akn tetapi berselang 5 menit kemudian terdakwa sugito 
kembali ke tempat terdakwa dan terdakwa nuryanto menunggu 
lalu terdakwa menyuruh terdakwa nuryanto menemui desty 
selanjutnya terdajwa dan tedakwa sugito pulang kerumah 
kontrakan sedangkan terdakwa nuryanto menemui desty; 
p) Bahwa, tujuan terdakwa adalah untuk menyetubuhi desty 
menyalurkan nafsu terdakwa; 
2).  Sugito alias Penjol bin Yudiyo. 
a) Bahwa, terdakwa pernah bertemu dengan desty sebanyak 1 kali; 
b) Bahwa pada hari eslasa 9 agustus 2016 pukul 20.oo saat itu 
terdakwa bersama dengan 4 orang teman terdakwa yaitu terdakwa 
nuryanto, terdakwa amat safodin, ahmad sarondi dan bejo pergi ke 
warung kopi dan di tengah perjalanan berhenti sebentar mau 
membeli rokok akan tetapi tidak menemukan rokok yang di 
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inginkan kemudian berjalan lagi dan di tengah jalan bertemu 
dengan desty kemudian terdakwa nuryanto menanyakan dimana 
warung rokok dan saat itu desty mengatakan mau mengantarkan ke 
warung rokok; 
c) Bahwa, yang pergi ke warung rokok saat itu adalah terdakwa amat 
nuryannto, bejo dan desty sedangkan terdakwa, terdakwa amat 
safodin dan ahamad sarondi yang masih menunggu di jalan; 
d) Bahwa, saat itu desty mengajak terdakwa nuryanto ke kebun 
kosong terdakwa, terdakwa amat safodin juga ikut menyusul 
sedangkan ahmad sarondi dan bejo pulang ke kontrakan; 
e) Bahwa, di kebun kosong tersebut kemudian terdakwa nuryanto, 
terdakwa, desty dan terdakwa amat safodin duduk berjejer 
kemudian desty mendekati terdakwa amat safodin kemudian 
terdakwa amat safodin mengobrol akan tetapi terdakwa tidak tahu 
apa yang mereka bicarakan saatitu lalu terdakwa amat safodin dan 
desty berjalan berdua menuju pohon bambu di sebuah ebun 
kosong; 
f) Bahwa, sekitar 10 menit kemudian terdakwa pergi menyusul ke 
tempat terdakwa amat safodin dan desty sedang berada dan di 
tengah jalan terdakwa berpapasan dengan terdakwa amat safodin 
yang bertanya mau kemana? Dan terdakwa menjawab mau kesana 
dengan maksut terdakwa adalah menemui desty; 
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g) Bahwa, saat bertemu dengan desty , terdakwa melihat desty tidak 
memakai celana sehingga terdakwa langsung membuka celanant 
kemudian desty berbaring di tanah dan terdakwa langsung 
memasukkan kemaluanya ke kemaluan desty selang 1 menit 
kemudian terdakwa mengeluarkan sperma di luar kemaluan desty 
kemudian terdakwa memakai celananya dan pergi meninggalkan 
desty sendirian masih dalam keadaan tidak memakai celana; 
h) Bahwa, selanjutnya terdakwa kembali ketempat terdakwa amat 
safodin dan terdakwa nuryanto menunggu lalu terdakwa nuryanto 
yang bergantian menemui desty sedangkan terdakwa amat safodin 
pulang ke kontrakan; 
i) Bahwa, tujuan terdakwa menyetubuhi desty adalah untuk 
menyalurkan nafsu terdakwa; 
3).   Nuryanto bin Tarno. 
a) Bahwa, terdakwa pernah bertemu dengan desty sebanyak 2 kali; 
b) Bahwa, pada hari selasa tanggal 9 Agustus  2016 sekitar pukul 
20.00 terdakwa bersama 4 orang teman terdakwa yaitu terdakwa 
amat safodin, terdakwa sugito, ahmad sarondi, dan bejo pergi ke 
warung kopi dan di tengah perjalanan berhenti sebentar mau 
membeli rokok akan tetapi tidak menemukan rokok yang di 
inginkan kemudian berjalan lagi di tengah jalan bertemu dengan 
desty kemudian terdakwa menanyakan dimana warung rokok dan 
saat itu desty mengatakan mau mengantarkan ke warung rokok; 
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c) Bahwa, yang pergi ke warung rokok kemudian tedakwa, bejo, dan 
desty kembali menemui terdakwa amat safodin, terdakwa sugito, 
dan ahmad sarondi yang masih menunggu di jalan; 
d) Bahwa, saat itu desty mengajak terdakwa ke kebun kosong dan 
sesampainya di kebun kosong ternyata terdakwa amat safodin dan 
terdakwa sugito menyusul sedangkan ahmad sarondi dan 
bejopulang ke kontrakan; 
e) Bahwa di kebun kosong tersebut kemudian terdakwa, terdakwa 
amat safodin, desty dan terdakwa sugito duduk berjejer kemudian 
desty mendekati terdakwa amat safodin dan mengobrol lalu desty 
dan terdakwa amat safodin berjalan ke arah kebun kosong 
berselang 10 menit kemudian terdakwa sugito pergi 
meninggalkan terdakwa dan berjalan ke arah kebun kosong 
dimana sebelumnya desty dan terdakwa amat safodin pergi 
bersama, tidak lama kemudian setelah terdakwa sugito pergi lalu 
terdakwa amat safodin datang ke arah kebun kosong ke tempat 
terdakwa duduk sambil memperbaiki tali pinggangnya dan 
berselang 5 menit kemudian terdakwa sugitopun datang dari arah 
kebun kosong ke tempat terdakwa duduk; 
f) Bahwa, setelah terdakwa amat safodin dan terdakwa sugito telah 
kembali ke tempat terdakwa duduk lalu terdakwa amat safodin 
menyeruh terdakwa menemui desty untuk mengantarkanya 
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pulang ke rumah sedangkan terdakwa amat safodin dan terdakwa 
sugito kembali ke rumah kontrakan; 
g) Bahwa selanjutnya terdakwa menemui desty di kebun kosong dan 
saat itu desty sudah memakai celana kemudian terdakwa 
mencium bibir dan memeluk desty dari depan sehingga dada 
terdakwa dan payudara desty bersetubuhan setelah itu terdakwa 
amat safodin yang mengantarkan desty pulang ke rumahnya; 
h) Bahwa, terdakwa tidak pernah menyetubuhi desty karena 
kemaluan terdakwa tidak bisa tegang; 
i) Bahwa, terdakwa nuryanto mencabuli desty sebanyak 2 kali yaitu 
pada hari selasa tanggal 9 agustus sekitar jam 20.00 dan pada hari 
sabtu tanggal 13 agustus sekitar pukul 20.30 di kebun kosong di 
desa denggungan kecamatan banyudono kabupaten boyolali 
dengan cara mencium bibir dan memeluk desty dari depan 
sehingga dada terdakwa dan payudara desty bersentuhan; 
j) Bahwa tujuan terdakwa mencabuli desty adalah untuk 
menyalurkan nafsu terdakwa; 
k) Bahwa, setiap sebelum mencabuli desty terdakwa selalu merayu 
desty; 
d. barang-barang bukti sebagai berikut: 
1) 1 (satu) potong celana jins panjang warna biru; 
2) 1 (satu) potong celana kain panjang warna biru donker motif kembang-
kembang kuning; 
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3) 1 (satu) potong kaos lengan panjang warna putih motif garis warna 
ungu; 
4) 1 (satu) potong kaos lengan panjang warna merah muda; 
5) 1 (satu) potong BH warna biru muda; 
6) 1 (satu) potong celana dalam warna merah muda motif kembang; 
Yang mana terdapat barang-barang bukti tersebut dibenarkan oleh 
saksi-saksi maupun terdakwa-terdakwa; 
e. Bukti tertulis, yakni bukti surat-surat berupa: 
1) Visum et Repertum Nomor 353/34/VIII/2016/RSUD.BI tertanggal 23 
Agustus 2016 yang dibuat dan di tandatangani oleh dr. L Budiadi, 
Sp.OG selaku dokter spesialis kandungan / kebidanan pada RSUD 
Pandan Arang Boyolali yang telah memeriksa Desti istiqomah binti 
Marsidi dengan hasil pemeriksaan terdapat sobekan pada arah jam 3 
luka lama sampai dasar dengan kesimpulan liang senggama pernah di 
masuki benda tumpul; 
2) Laporan pemeriksaan psikologi tertanggal 8 September 2016 atas nama 
Desti Istiqomah yang dibuat dan di tandatangani oleh Dra. Sepi Indriati, 
Psi sebagai Psikolog pemeriksa pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta 
dengan hasil pemeriksaan potensi inteligasi Desty jauh di bawah anak 
seusianya dengan hasil IQ 59, skala kemasakan soasial Desty setara 
dengan anak usia 7 (tujuh) tahun 6 (bulan), ada hambatang yang menonjol 
dalam bersosialisasi  dan berkomunikasi; 
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3. Tuntutan 
Tuntutan pidana yang di ajukan oleh penuntut umum yang pada 
pokoknya sebagai berikut; 
a. Menyatakan terdakwa 1. Amat Safodin, terdakwa 11 Sugito dan terdakwa 
111. Nuryanto bersalah melakukan tindak pidana “ dengan sengaja turut 
serta melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk 
anak untuk melakukan persetubuhan denganya atau dengan orang lain” 
sebagaimana di atur dalam pasal 81 ayat (2) Undang-undang RI No. 35 
tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 tahun 
2002 tentang perlindungan anak Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.  
b. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1. Amat Safodin, terdakwa 11 
Sugito, terdakwa 111 Nuryanto dengan pidana penjara masing-masing 
selama 10 tahun di kurangi selama para terdakwa  dalam tahanan dengan 
perintah para terdakwa dalam tahanan dengan perintah para terdakwa 
tetap dalam tahanan dan denda masing-masing  sebesar Rp. 2,5 Milyar 
subsider 3 bulan kurungan. 
c. Menetapkan barang bukti berupa: 1 potong celana jeans panjang warna 
biru, 1 potong celana kain panjang warna biru dongker motif kembang-
kembang kuning, 1 potong kaos lengan panjang warna putih motif garis 
warna Ungu, 1 potong kaos lengan panjang warna merah muda, 1 potong 
BH warna merah muda motif kembang di pergunakan dalam perkara lain 
Nuryanto dkk; 
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d. Membebani biaya perkara kepada para terdakwa masing-masing sebesar 
Rp. 2.000,00 
4. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Memutus Perkara Nomor 155/Pid. 
Sus/2016/PN.Byl 
a. Fakta hukum berdasarkan dalam putusan, keterangan saksi-saksi di 
hubungkan dengan keterangan terdakwa-terdakwa, barang-barang bukti 
dan bukti surat-surat yang diajukan di peroleh fakta-fakta hukum sebagai 
berikut; 
pada hari selasa tanggal 9 Austus 2016 sekitar pukul 20.00 WIB 
Terdakwa Amat Safodin, Terdakwa Sugito, Terdakwa Nuryanto, Ahmad 
Sarodin dan Bejo bertemu denagn Desty Istiqomah saat mau membeli 
rokok kemudian terdakwa Nuryanto menanyakan dimana warung rokok 
lalu Desty Istiqomah mengantarkan terdakwa Nuryanto dan Bejo ke 
warung rokok sedangkan terdakwa Ahmad Saefudin, terdakwa Sugito dan 
Ahmad Sarondi menunggu di jalan; 
setelah membeli rokok nkemudian terdakwa Nuryanto, Bejo dan 
Desty Istiqomah kembali menemui terdakwa Ahmad Safodin, terdakwa 
Sugito dan Sarondi yang masih menunggu di jalan lalu terdakwa 
Nuryanto, terdakwa Ahmad Safodin, terdakwa Sugito pergi ke kebun 
kosong di dukuh Krecek Desa Denggungan Kecamatan Banyudono 
Kabupaten Boyolali bersama dengan Desty Istiqomah; 
di kebun kosong tersebut kemudian terdakwa Nuryanto, terdakwa 
Ahmad Safodin, Desty Istiqomah dan terdakwa Sugito duduk berjejer 
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kemudian Desty Istiqomah mendekati terdakwa Ahmad Safodin dan 
mengobrol lalu Desty Istiqomah dan terdakwa Ahmad Safodin berjalan ke 
arah kebun Kosong; 
kemudian terdakwa Ahmad Safodin menarik tangan Desty 
Istiqomah sehingga Desty Istiqomah jatuh ke tanah  dengan posisi 
terbaring, lalu terdakwa Ahmad Safodin melepas Celananya, melepas 
celana dan melepas celana dalam Desty Istiqomah, mencium bibir Desty 
Istiqomah, menjilat payudara Desty Istiqomah lalu terdakwa Ahmad 
Safodin memasukan kemaluanya ke dalam kemaluan Desty Istiqomah 
samapai mengeluarkan sperma di luar kemaluan Desty Istiqomah 
selanjutnya terdakwa Ahmad Safodin memakai celananya dan pergi 
meninggalkan Desty Istiqomah yang masih berbaring di tanah; 
tidak berapa lama kemdian datang lagi terdakwa Sugito 
melepaskan celananya kemudian mencium bibir Desty Istiqomah, 
menjilat payudara Desty Istiqomah, memasukan kemaluanya ke dalam 
kemaluan Desty Istiqomah sampai mengeluarkan sperma di luar 
kemaluan Desty Istiqomah selanjutnya terdakwa Sugito memakai 
celananya dan pergi meninggalkan Desty Istiqomah yang masih berbaring 
di tanah; 
 tidak lama kemudian datang lagi terdakwa Nuryanto melepaskan 
celananya kemudian mencium bibir Desty Istiqomah, menjilat payudara 
Desty Istiqomah, memasukkan kemaluanya ke dalam kemaluan Desty 
Istiqomah sampai mengeluarkan sperma di luar kemaluan Desty 
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Istiqomah selanjutnya terdakwa Nuryanto memakai celananya dan pergi 
meninggalkan Desty Istiqomah yang masih berbaring di tanah; 
kejadian saat di kebun kosong / balong Desty Istiqomah memakai 
baju kaos lengan panjang warna putih motif garis warna ungu, celana kain 
panjang warna biru dongker motif kembang-kembang kuning, BH warna 
biru muda dan celana dalam warna merah muda motif kembang; 
Sebelum kejadian Desty Istiqomah sudah pernah bertemu dengan 
terdakwa Ahmad Safodin yaitu tanggal 7 Agustus 2016 dan saat sedang 
duduk-duduk di teras SDN 1 Denggungan terdakwa Ahmad Safodin 
merayu Desty Istiqomah untuk menjadi pacar terdakwa Amat Safodin dan 
saat kejadian Amat Safodin  juga yang mengajak Desty Istiqomah untuk 
tidur dengan terdakwa Amat Safodin dan dengan keterbatasan berfikir 
Desty Istiqomah yang mengalami hambatan dalam tumbuh kembang anak 
(anak berkebutuhan khusus) akhirnya Desty Istiqomah mau mengikuti 
ajakan terdakwa Amat Safodin tersebut; 
berdasarkan fotocopi Kartu Keluarga Nomor 330909180******** 
sebagaimana yang terlampir dalam berkas perkara ini dan di dukung oleh 
ketersngsn Romadhoni sebagai kakak kandung Desty Istiqomah bahwa 
Desty Istiqomah lahir di Boyolali pada tanggal 03 Desember 1999 
sehingga saat kejadian Desty Istiqomah masih berusia 16 (enam belas 
tahun) 8 (delapan) bulan; 
Rokimah bisa memastikan bahwa terdakwa-terdakwa sudah 
mengetahui tentang ketidaknormalan mental Desty Istiqomah karena 
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Rokimah sudah memberitahukan kepada terdakwa-terdakwa dan temen-
temen terdakwa mengenai keadaan mental desty Istiqomah berbeda 
dengan anak normal  dan terdakwa-terdakwa malah menjawab “kalau 
normal pasti tidak mau karena belum kenal”; 
Dari fakta hukum tersebut Majelis hakim mempertimbangkan hal 
ini dan terdakwa-terdakwa dapat di nyatakan telah melakukan tindak 
pidana yang di dakwakan kepadanya. 
Bahwa terdakwa-terdakwa telah di dakwa oleh penuntut umum 
dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif yaitu pertama sebagaimana 
diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) Undang-undang 
Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas 
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang 
Perlindungan Anak Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang 
Hukum Pidana atau kedua sebagaimana di atur dan di ancam pidana 
dalam pasal 81 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 
tahu8n 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia 
Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 55 ayat (1) 
ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau ketiga sebagaimana di 
atur dan di ancam Pidana dalam pasal 82 Undang-undang Republik 
Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang 
Republik Indonesia Nomor 23 tahub 2002 tentang Perlindungan anak Jo. 
Pasal 55ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana; 
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Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa-terdakwa telah di dakwa oleh 
Penuntut Umum dengan Dakwaan berbentuk Alternatif, sehingga Majelis 
Hakim tidak harus mempertimbangkan Dakwaan Penuntut Umum satu 
persatu melainkan akan langsung menunjuk kepada Dakwaan yang lebih 
cenderung mengarah pada fakta-fakta hukum; 
berdasarkan fakta hukum, sebelum kejadian Desty Istiqomah sudah 
pernah bertemu dengan terdakwa Amat Safodin tanggal 7 Agustus 2016 dan 
saat dengan duduk-duduk di teras SDN 1 Denggungan terdakwa Amat 
Safodin merayu Desty Istiqomah untuk menjadi pacar terdakwa Amat 
Safodin dan saat kejadian pada hari Sabtu tanggal 9 Agustus 2016 terdakwa 
Amat Safodin juga yang mengajak Desty Istiqomah untuk tidur dengan 
terdakwa Amat Safodin dan dengan keterbatasan berfikir Desty Istiqomah 
yang mengalami hambatan dalam tumbuh kembangnya (anak berkebutuhan 
khusus) akhirnya Desty mau mengikuti ajakan terdakwa Amat Safodin 
tersebut, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tidak ada unsur 
pemaksaan dengan kekerasan maupun dengan ancaman kekerasan yang 
dilakukan terhadap Desty dan perbuatan yang terjadi bukan hanya perbuatan 
cabul melainkan telah sampai kepada persetubuhan; 
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis 
Hakim berkesimpulan bahwa Dakwaan Alternatif pertama yang mana 
terdakwa telah di dakwa sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam 81 
ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang 
perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 
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tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang 
Hukum Pidana dan Dakwaan Alternatif ketiga Penuntut Umum yang mana 
terdakwa telah di dakwa sebagaimana yang di atur dan di ancam pidana 
dalam pasal 82 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 
tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 
2002 tentang perlindungan Anak Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-
undang Hukum Pidana tidak tepat di pergunakan dalam hal ini sehingga 
Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan Dakwaan Alternatif kedua 
Penuntut Umum sebagaimana di atur dalam pasal 81 ayat (2) Undang-undang 
Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas 
Undang0undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang 
Perlindungan Anak Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum 
Pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut: 
1) Setiap orang; 
2) Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau 
membujuk anak melakukan persetubuhan denganya atau dengan orang 
lain; 
3) Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta 
melakukan perbuatan ini; 
Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim 
mempertimbangkan sebagai berikut: 
1) Setiap orang; 
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Menimbang, bahwa yang di maksud dengan “setiap orang” 
sebagaimana yang di maksud dalam pasal 1 angka 16 Undang-undang 
Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-
undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan 
Anak adalah orang perseorangan atau korporasi; 
Menimbang, bahwa orang perseorangan atau korporasi adalah 
merupakan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban; 
Menimbang, bahwa di persidangan telah di hadapkan terdakwa-
terdakwa yang bernama Amat Safodin alias Mat bin Darto , Sugito alias 
Penjol bin Yudiyo dan Nuryanto bin Tarno yang telah di periksa 
identitasnya dan sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat 
Dakwaan Penuntut Umum dan terdawa-terdakwa yang membenarkan 
identitasnya tersebut yang di dukung dengan keterangan saksi-saksi bahwa 
benar terdakwa-terdakwa yang dihadapkan di persidangan adalah orang 
yang di maksud dalam Dakwaan Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim 
berpendapat bahwa terdakwa-terdakwa yang identitasnya sebagaimana 
tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara a quo adalah 
benar dan tidak error in persona; 
Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa-terdakwa dalam keadaan 
sehat jasmani dan rohaninya serta tidak ada cacat dalam perkembangan 
jiwanya dan dapat mengikuti persidangan dengan baik maka Majelis 
Hakim berpendapat bahea terdakwa-terdakwa dapat di mintakan 
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pertanggung jawabannya sebagai subyek hukum dalam kapasitas 
perseorangan; 
Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur 
“setiap orang” telah terpenuhi; 
2) Dengan sengaja melakukan tipu muslihat,  serangkaian kebohongan atau 
membujuk anak melakukan persetubuhan denganya atau dengan orang lain; 
Menimbang, bahwa hal-hal yang harus di cermati untuk terpenuhinya 
unsur dalam pasal ini antara lain: 
a) Apakah perbuatan yang di lakukan oleh terdakwa-terdakwa merupakan 
suatu perbuatan yang mengandung unsur kesengajaan?; 
b)  Apakah perbuatan yang di lakukan oleh terdakwa-terdakwa merupakan 
kategori melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau 
membujuk?; 
c) Apakah perbuatan yang di lakukan oleh terdakwa-terdakwa dapat di 
kategorikan sebagai perbuatan persetubuhan denganya atau dengan 
orang lain?; 
d) Apakah saksi korban masih tergolong dalam usia anak sebagaimana 
yang di syaratkan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 
tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia 
Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak?; 
Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan terlebih dahulu 
mempertimbangkan “apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa-
terdakwa merupakan suatu perbuatan yang mengandung unsur kesengajaan?; 
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Bahwa yang di maksud “dengan sengaja” adalah suatu perbatan yang di 
kehendaki dan dilakukan dengan kesadaran beserta dengan akibat yang di 
timbulkan dari perbuatan tersebut; 
berdasarkan fakta hukum, pada selasa tanggal 9 Agustur 2016 sekitar 
pukul 20.00 WIB terdakwa Amat Safodin, terdakwa Sugito, Terdakwa 
Nuryanto, Ahmad Sarodi dan Bejo bertemu dengan Desty Istiqomah saat mau 
membeli rokok kemudian terdakwa Nuryanto menanyakan dimana warung 
rokok lalu terdakwa Desty Istiqomah mengantarkan terdakwa Nuryanto dan 
bejo ke warung rokok sedangkan terdakwa Ahmad Safodin, terdakwa Sugito 
dan Ahmad Sarodi menunggu dijalan. Setelah membeli rokok kemudian 
terdakwa Nuryanto, bejo dan Desty Istiqomah kembali menemui terdakwa 
Amat Safodin, terdakwa Sugito, dan Ahmad Sarodin yang masih menunggu di 
jalan lalu terdakwa Nuryanto, terdakwa Amat Safrodin, terdakwa Sugito pergi 
ke kebun kosong dukuh krecek desa denggungan kecamatan banyudono 
kabupaten Boyolali bersama dengan Desty Istiqomah. Di kebun kosong 
tersebut kemudian Nuryanto dan terdakwa Amat Safodin, Desty Istiqomah 
dan terdakwa Sugito duduk berjejer kemudian desty Istiqomah mendekati 
terdakwa Amat Safodin dan mengobrol lalu Desty Istiqomah dan terdakwa 
Amat Safodin berjalan ke arah kebun kosong. Kemudian terdakwa Amat 
Safodin menarik tangan Desty Istiqomah sehingga Desty Istiqomah jatuh ke 
tanah dengan posisi terbaring, lalu terdakwa Amat Safodin melepas celananya, 
melepas celana dan melepas celana dalam Desty Istiqomah, mencium bibir 
Desty Istiqomah, menjilat payudara Desty istiqomah lalu Amat Safodin 
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memasukkan kemaluanya ke dalam kemaluan Desty Istiqomah samapai 
mengeluarkan sperma di luar kemaluan Desty Istiqomah selanjutnya terdakwa 
Amat Safodin memakai celananya dan pergi meninggalkan Desty Istiqomah 
yang masih berbaring di tanah. Tidak lama kemudian datang lagi terdakwa 
Sugito melepaskan celananya kemudian mencium bibir , menjilat payudara 
dan memasukan kemaluanya ke dalam kemaluanya Desty I stiqomah sampai 
mengeluarkan sperma di luar kemaluan Desty Istiqomah selanjutnya terdakwa 
Sugito memakai celananya dan pergi meninggalkan Desty Istiqomah yang 
masih berbaring di tanah. Tidak lama kemudian lagi datang terdakwa 
Nuryanto melepaskan celananya kemudian mencium bibir, menjilat payudara 
dan memasukan kemaluanya ke dalam kemaluan Desty Istiqomah sampai 
mengeluarkan sperma di dalam kemaluan Desty Istiqomah selanjutnya 
terdakwa Nuryanto memakai celananya dan pergi meninggalkan Desty 
Istiqomah yang masih berbaring di tanah. 
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana yang telah di 
uraikan di atas dapat di ambil kesimpulan bahwa perbuatan terdakwa-
terdakwa yang mencium bibir, menjilat payudara lalu memasukkan 
kemaluanya kedalam kemaluan Desty Istiqomah sampai mengeluarkan 
sperma di luar kemaluan Desty Istiqomah di lakukan dengan tujuan untuk 
memuaskan nafsu kelamin terdakwa-terdakwa terhadap Desty Istiqomah: 
Menimbang, bahwa apabila perbuatan terdakwa-terdakwa ini di 
hubungkan dengan pengertian “dengan sengaja” yaitu perbuatan yeng di 
kehendaki dan di lakukan dengan kesadaran beserta dengan akibat yang di 
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timbulkan dari perbuatan tersebut maka perbuatan terdakwa-terdakwa tersebut 
termasuk dalam kategori perbuatan yang sengaja di lakukan oleh terdakwa-
terdakwa dengan maksud untuk menyalurkan nafsu terdakwa-terdakwa, 
sehingga demikian unsur “dengan sengaja” dalam hal ini terpenuhi oleh 
perbuatan terdakwa-terdakwa: 
Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan 
“apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa-terdakwa merupakan 
kategori melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk?”: 
Menimbang, bahwa yang di maksud dengan melakukan tipu muslihat 
adalah melakukan suatu tipu yang di atur demikian rapinya sehingga orang 
yang berpikiran normalpun dapat mempercayai kebenaran hal yang di tipukan 
itu: 
Menimbang, bahwa yang di maksud dengan serangkaian kebohongan 
adalah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun demikian rupa sehingga 
kebohongan yang satu di tutup dengan kebohongan-kebohongan yang lain 
sehingga keseluruhan merupakan cerita tentang sesuatu yang seakan-akan 
benar: 
Menimbang, bahwa yang dimaksud membujuk adalah menanamkan 
pengaruh demikian rupa terhadap orang sehingga orang yang di pengaruhi 
mau berbuat sesuatu sesuai dengan kehendaknya padahal apabila orang itu 
mengetahui duduk soal yang sebenarnya tidak akan mau melakukan perbuatan 
itu: 
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berdasarkan fakta hukum, sebelum kejadian Desty Istiqomah sudah pernah 
bertemu dengan terdakwa Amat Safodin yaitu 7 Agustus 2016 dan saat sedang 
duduk-duduk di teras SDN 1 Denggungan terdakwa Amat Safodinmerayu 
Desty Istiqomah unruk menjadi pacar terdakwa Amat Safodin dan saat 
kejadian pada hari sabtu tanggal 9 Agustus 2016 terdakwa Amat Safodin juga 
mengajak Desty Istiqomah untuk tidur dengan terdakwa Amat Safodin dan 
dengan keterbatasan berfikir Desty Istiqomah yang mengalami hambatan 
dalam tumbuh kembang (anak berkebutuhan khusus) akhirnya Desty 
Istiqomah mau mengikuti ajakan terdakwa Amat Safodin tersebut: 
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut majelis hakim 
berkesimpulan bahwa perbuatan terdakwa Amat Safodin yang merayu Desty 
untuk menjadi pacar, terdakwa Amat Safodin mengajaknya untuk tidur dengan 
terdakwa dapat di kategorikan sebagai perbuatan membujuk karena perbuatan 
seperti itu apabila ditujukan kepada seseorang anak seperti Desty yang 
memiliki kekurangan dalam pertumbuhan mentalnya dapat menanamkan 
pengaruh  kepada Desty untuk melakukan apa yang di kehendaki oleh 
terdakwa-terdakwa, bukan karena Desty mau bersetubuh dengan terdakwa-
terdakwa melainkan Desty merasa di perhatikan dan di sayangi padahal 
apabila Desty  mengetahui tujuan terdakwa Amat Safodin membujuk Desty 
maka Desty tidak akan terpengaruh dengan bujukan tersebut sehingga dengan 
demikian unsur “membujuk” dalam hal ini terpenuhi oleh perbuatan terdakwa-
terdakwa: 
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Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akam mempertimbangkan 
“apakah perbuatan yang di lakukan oleh terdakwa-terdakwa dapat di 
kategorikan sebagai perbuatan persetubuhan denganya atau dengan orang 
lain?”: 
Menimbang, bahwa yang di maksud dengan persetubuhan adalah apabila 
anggota kelamin pria telah masuk ke dalam lubang anggota kemaluan wanita 
demikian rupa sehingga akhirnya mengeluarkan mani: 
berdasarkan fakta hukum, pada hari selasa tanggal 9 Agustus 2016 sekitar 
pukul 20.00 WIB di kebun kosong di dukuh krecek desa denggungan 
kecamatan banyudono Kabupaten Boyolali, terdakwa-terdakwa melakukan 
perbuatan memasukkan kemaluanya ke dalam kemaluan Desty sampai 
mengeluarkan sperma di luar kemaluan Desty Istiqomah: 
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka majelis hakim 
berkesimpulan bahwa terdakwa-terdakwa telah melakukan perbuatan 
bersetubuh dengan Desty Istiqomah karena kemaluan terdakwa-terdakwa teah 
masuk ke dalam kemaluan Desty Istiqomah: 
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut majelis hakim 
berkesimpulan bahwa Unsur “melakukan persetubuhan denganya” dalam hal 
ini terpenuhi oleh perbuatan terdakwa-terdakwa: 
Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan 
“apakah sanksi korban masih tergolong dalam usia anak sebagaimana yang di 
syaratkan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 
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tentang perubahan atas undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 
2002 tentang perlindungan anak?: 
Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 1 Undang-undang 
Republik Indonesia No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang 
Republik Indonesia No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak masyarakat 
bahwa: “anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak 
yang masih dalam kandungan”. 
Menimbang, bahwa berdasarkan fotocopy kartu keluarga Nomor 
330909180112xxxx sebagaimana yang terlampir dalam berkas perkara ini dan 
di dukung oleh keterangan sanksi Romadhony sebagai kakak kandung Desty 
bahwa desty lahir di boyolali pada tanggal 03 Desember 1999 sehingga 
kejadian Desty masih berusia 16 tahun 8 bulan: 
Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut majelis hakim 
berkesimpulan bahwa usia Desty saat kejadian masih termasuk dalam kategori 
anak sebagaimana yang di maksudkan dalam pasal 1 angka 1 Unsang-undang 
Republik Indonesia No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-
undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, 
sehingga dengan demikian unsur “anak” dalam hal ini terpenuhi: 
Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, 
majelis hakim berkesimpulan bahwa unsur “dengan sengaja membujuk anak 
melakukan persetubuhan denganya telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa-
terdakwa: 
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3). Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta 
melakukan perbuatan itu: 
Menimbang, bahwa yang di maksud dengan “yang melakukan” adalah 
orang yang bertindak sendirian untuk mewujudkan seala anasir tindak pidana: 
Menimbang, bahwa yang di maksud dengan “menyuruh melakukan” 
adalah dalam hal pelakunya paling sedikir ada 2 orang yakni yang menyuruh 
dan yang di suruh. Jadi bukan pelaku utama itu sendiri yang melakukan tindak 
pidana, tetapi dengan bantuan orang lain yang hanya merupakan alat saja. 
Meskipun demikian di anggap dan di hukum sebagai orang yang melakukan 
tindak pidana, sedangkan orang yang di suruh tidak dapat di hukum karena 
tidak dapat di pertanggungjawabkan atas perbuatanya: 
Menimbang, bahwa yang di maksud dengan “turut serta melakukan” 
adalah melakukan bersama-sama. Dalam tindak pidana ini pelakunya paling 
sedikit ada dua orang, aykni yang melakukan dan yang turut melakukan dan 
dalam tindakanya keduanya harus melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi 
keduanya melakukan anasir tindak pidana itu: 
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah di 
uraikan dalam pertimbangan diatas, terdakwa-terdakwa telah melakukan 
perbuatan persetubuhan dengan Desty karena kemaluan terdakwa-terdakwa 
telah masuk kedalam kemaluan Desty dan persetubuhan tersebut di lakukan 
secar bergantian oleh terdakwa Amat Safodin, terdakwa Sugito dan terdakwa 
Nuryanto: 
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Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut majelis hakim 
berkesimpulan bahea perbuatan persetubuhan yang di lakukan oleh terdakwa-
terdakwa terhadap Desty di lakukan oleh terdakwa-terdakwa bersama-sama: 
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka 
majelis hakim berkesimpulan unsur “turut serta melakukan perbuatan itu” 
dalam hal ini terpenuhi oleh perbuatan terdakwa-terdakwa: 
Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 81 ayat (2) 
Undang-undang No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang 
No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab 
Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka terdakwa-terdakwa 
haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan 
tindak pidana sebagaimana di dakwakan dalam dakwaan alternatif kedua: 
Menimbang, bahwa dalam persidangan, mejelis hakim tidak menemukan 
hal-hal yang dapat mengahapus pertanggungjawaban pidana baik sebagai 
alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa-terdakwa harus 
mempertanggungjawabkan perbuatanya: 
Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa-terdakwa mampu bertanggung 
jawab, maka harus di nyatakan bersalah dan di jatuhi pidana: 
Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa-
terdakwa, maka perlu pertimbangan hakimterlebih dahulu keadaan yang 
keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa-terdakwa: 
Keadaan yang memberatkan: 
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1) Perbuatan terdakwa-terdakwa merugikan masa depan korban dan 
mengakibatkan korban mengalami trauma berat: 
2) Seharusnya terdakwa-terdakwa melindungi korban yang mengalami 
hambatan dalam tumbuh kembangnya bukanya memanfaatkan kekurangan 
korban tersebut: 
Keadaan yang meringankan: 
1) Terdakwa-terdakwa bersikap sopan di pengadilan: 
2) Terdakwa-terdakwa menyesali perbuatanya dan berjanji tidak akan 
mengulangi perbuatanya tersebut di kemudian hari: 
3) Terdakwa-terdakwa belum pernah di hukum: 
Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan 
keadaan yang meringankan sebagaimana telah di pertimbangkan di atas, di 
kaitkan pula tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan 
atas perbuatan terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik 
terdakwa agar menyadari serta menginsafi kesalahanya sehingga kelak di 
harapkan menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, maka 
majelis hakim memandang adil apabila terdakwa-terdakwa dijatuhi pidana 
yang lamanya seperti yang akan di sebutkan dalam putusan ini: 
Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 81 ayat (1) Undang-
undang No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang No. 
23tahun 2002 tentang perlindungan anakmenyebutkan bahwa selain 
penjatuhan pidana berupa pidana penjara juga di atur mengenai penjatuhan 
pidana denda. Sehingga terdakwa-terdakwa juga akan di jatuhi denda 
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sebagaimana akan di sebutkan dalam amar putusan ini dengan ketentuan 
apabila pidana denda tersebut tidak di bayar maka akan di ganti dengan 
pidana kurungan yang lamanya sebagaimana akan di sebutkan juga dalam 
amar putusan ini: 
Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan tersebut di atas 
terdakwa-terdakwa dijatuhi pidana, maka masa penangkapan dan penahanan 
yang perlu di jalani oleh terdakwa-terdakwa menurut ketentuan pasal 22 ayat 
(4) Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana di 
kurungankan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan kepada terdakwa-
terdakwa: 
Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa-terdakwa selama pemeriksaan 
perkara ini di tahan, dan tidak ada alasan yang cukup menurut hukum untuk 
mengeluarkan terdakwa-terdakwa dari dalam tahanan dan atau mengalihkan 
status penahanan terdakwa-terdakwa serta di khawatirkan juga terdakwa-
terdakwa akan melarikan diri atau mengulangi perbuatanya, maka menurut 
ketentuan pasal 193 ayat 920 huruf b Undang-undang No. 8 tahun 1981 
tentang hukum acara pidana majelis hakim menetapkan agar terdakwa-
terdakwa untuk tetap di tahan di rumah tahanan negara: 
Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 194 ayat (1) Undang-
undang Nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana menyatakan bahwa: 
“dalam hal pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, 
pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang di sita di serahkan kepada 
pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam 
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putusan tersebut kecuali jika menurut ketentuan undang-undang barang bukti 
itu dirampas untuk kepentingan negara atau di musnahkan atau di rusak 
sehingga tidak dapat dipergunakan lagi” Jo. Pasal 46 ayat (2) Undang-
undang No. 8 tahun 1981 tentang hukum acar pidana menyatakan bahwa: 
“apabila perkara sudah di putus, maka benda yang di kenakan penyitaan 
dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang di sebut dalam putusan 
tersebut kecuali jika menurut putusan hakim benda itu di rampas untuk 
negara, untuk di musnahkan atau untuk di rusakkan sampai tidak dapat di 
pergunakan lagi atau jika benda tersebut masih di perlukan sebagai barang 
bukti dalam perkara lain”Jo. SEMA Nomor 1 tahun 1984tanggal 17 Februari 
1984 yang poko0knya menyatakan bahwa: meskipun apa yang di atur dalam 
pasal 197 ayat (1) huruf  I KUHAP tidak mengakibatkan batalnya putusan 
demi hukum apabila tidak di penuhi, hendaknya para hakim tidak pernah 
melupakan untuk mencantumkan dalam amarnya mengenai barng bukti yang 
oleh penuntut umum di ajukan dalam persidangan, oleh karena kekhilafan 
demikian akan menyulitkan pihak kejaksaan dalam mengeksekusi barang 
bukti tersebut”,sehingga dalam putusan ini majelis hakim akan menentukan 
status barang-barang bukti yang telah di ajukan oleh penuntut umum di muka 
persidangan: 
Menimbang, bahwa di muka persidangan penuntut umum telah 
mengajukan barang-barang bukti berupa: 1 (satu) celana jeans panjang warna 
biru, 1 (satu) potong celana kain panjang warna biru dongker motif kembang-
kembang kuning, 1 (satu) potong kaos lengan panjang warna putih motif 
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garis-garis warna ungu, 1 (satu) potong kaos lengan panjang warna merah 
muda, 1 (satu) potong BH warna bitu muda dan 1 (satu) potong celana dalam 
warna merah muda motif kembang, yang mana terhadap barang-barang bukti 
tersebut telah di sita secara sah berdasarkan penetapan Nomor 
140/Pen.Pid/2016/PN. Byl tertanggal 26 Agustus 2016 yang di tandatangani 
oleh wakil Ketua Pengadilan Negeri Boyolali: 
Menimbang, bahwa oleh karana barang-barang bukti tersebut merupakan 
milik Saksi Desty Istiqomah binti Marsidi maka Majelis hakim 
berkesimpulan bahwa terhadap barang-barang bukti tersebut haruslah di 
kembalikan kepada Saksi Desty Istiqomah: 
Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa-terdakwa di jatuhi pidana, 
maka menuntut ketentuan pasal 222 Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 
tentang hukum acara pidanaa terhadap terdakwa-terdakwa haruslah di bebani 
untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan di tetapkan dalam amar 
ptusan ini: 
Memperlihatkan, pasal 81 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia 
Nomor 25 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 
tahun 2002 tentang perlindungan anak Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab 
Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 
tentang hukum acara pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang 
bersangkutan. 
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5. Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Boyolali Nomor 
155/Pid.Sus/2016/PN.Byl. 
Dalam putusan Nomor.155/Pid.Sus/2016/PN.Byl. sebagaimana Majelis 
Hakim memutus: 
a. Menyatakan Terdakwa 1. Amat Safodin alias Mat bin Darto, Terdakwa 2. 
Sugito alias Penjol bin Yudiyo dan terdakwa 3. Nuryanto bin Tarno tersebut 
di atas, terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak 
pidana “turut serta membujuk anak melakukan persetubuhan denganya”; 
b. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa-terdakwa oleh karena itu dengan 
pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) tahun dan denda masing-
masing sejumlah Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) 
dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak di bayar diganti dengan pidana 
kurungan masing-masing selama 3(tiga) bulan; 
c. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah di jalani terdakwa-
terdakwa di kurungkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan; 
d. Menetapkan Terdakwa-terdakwa tetap ditahan; 
e. Menetapkan barang-barang bukti berupa: 
1) 1 (satu) potong celana jeans panjang warna biru; 
2) 1 (satu) potong celana kain panjang warna biru dongker motif kembang-
kembang kuning; 
3) 1 (satu) potong kaos lengan panjang warna putih motif garis warna ungu; 
4) 1 (satu) potong kaos lengan panjang warna merah muda; 
5) 1 (satu) potong BH warna biru muda; 
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6) 1 (satu) potong celana dalam warna merah muda motif kembang; 
Di kembalikan kepada saksi Desty Istiqomah; 
f. Membebankan kepada terdakwa-terdakwa membayar biaya perkara masing-
masing sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah); 
Demikianlah di putuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim 
Pengadilan Negeri Boyolali pada hari Senin 16 Januari 2017 oleh Agung 
Wicaksono, S.H.M.Kn sebagai Hakim ketua, Aditya Danur Utomo, S.H dan 
Imelda, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam 
sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 19 januari 2017 oleh 
Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-hakim Anggota dan di bantu oleh 
Heny Sulistyawati sebagai panitera pengganti pada Pengadilan Negeri 
Boyolali serta di hadiri oleh Inayatul Khoiriyah, S.H sebagai penuntut Umum 
pada Kejaksaan Negeri Boyolali dan terdakwa-terdakwa dengan di dampingi 
Penasihat Hukumnya. 
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BAB IV 
ANALISIS KASUS N0.155/Pid.Sus/2016/PN Byl TENTANG TINJAUAN 
HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA 
PERKOSAAN PADA ANAK  DIFABEL 
 
A. Dasar Pertimbangan Hukum Bagi Hakim Dalam Memberikan Putusan 
No.155/Pid.Sus/2016/PN Byl Tentang Tindak Pidana Perkosaan Pada Anak 
Difabel 
Dalam putusan No.155/Pid.Sus/2016/PN Byl sebagaimana yang sudah di 
jelaskan pada bab sebelumnya tentang perkosaan yang di lakukan oleh beberapa 
orang: 1. Amat Safodin alias Mat bin Darto, 2. Sugito alias Penjol bin Yudiyo, 3. 
Nuryanto bin Tarno, mereka telah melakukan perkosaan terhadap anak difabel 
tuna grahita yang mana anak tersebut mempunyai keterbelakangan mental 
dimana dia  berusia 17 tahun 8 bulan namun kemasakan sosialnya seusia 7 tahun 
6 bulan, mereka melakukan kejahatan seksual  dengan menyetubuhinya. 
Bahwa terdakwa-terdakwa telah di dakwa oleh penuntut umum dengan 
dakwaan yang berbentuk Alternatif yaitu pertama sebagaimana diatur dan di 
ancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia 
Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Republik 
Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 55 ayat (1) 
ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau kedua sebagaimana di atur dan 
di ancam pidana dalam pasal 81 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia 
Nomor 35 tahu8n 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Republik 
Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 55 ayat (1) 
ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau ketiga sebagaimana di atur dan 
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di ancam Pidana dalam pasal 82 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 
tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 
23 tahub 2002 tentang Perlindungan anak Jo. Pasal 55ayat (1) ke-1 Kitab 
Undang-undang Hukum Pidana; 
1. Dakwaan alternatif pertama 
Sebagaimana yang di dakwakan oleh penuntut umum mengenai dakwaan 
alternatif pertama yaitu  ancaman pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) Undang-
undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas 
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang 
Perlindungan Anak Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum 
Pidana. 
Bahwa menurut Majelis hakim dakwaan alternatif pertama tidak tepat di 
gunakan karena tidak sesuai dengan kasus ini sehingga majelis hakim 
mempertimbangkan dakwaan alternatif yang kedua. 
2. Dakwaan alternatif kedua 
Sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam pasal 81 ayat (2) 
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan 
atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang 
Perlindungan Anak Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum 
Pidana Bahwa menurut Majelis hakim dakwaan yang kedua lebih tepat. 
Dalam pasal 81 ayat 2 Undang-undang No. 35 tahun 2014 tentang 
perlindungan anak yang berbunyi: 
“setiap orang yang dengan sengaja melakukan tpu muslihat, serangkaian 
kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan denganya atau 
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dengan orang lain di pidana dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun 
dan paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 
(lima milyar rupiah)‟‟. 
 
Sebagaimana unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: 
1. Setiap orang; 
Sebagaimana yang di ajukan subyek hukum dalam perkara ini adalah 
terdakwa Amat Safodin, Sugito dan Nuryanto setelah di periksa dalam 
persidangan sesuai dengan dalam surat dakwaan penuntut umum dan 
terdakwa-terdakwa adalah orang tergolong sehat jiwanya sehingga 
perbuatanya tersebut dapat di pertanggungjawabkan kepadanya. Maka 
unsur ini telah terbukti. 
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau 
membujuk anak melakukan persetubuhan denganya atau orang lain; 
Unsur ini harus kita cermati untuk melaui terbuktinya sebuah 
kebenaran. bahwa pengertian anak adalah seorang yang belum berusia 18 
tahun termasuk anak yang dalam kandungan, setelah mencermati tanggal 
bulan dan tahun kelahiran saksi korban Desty yang lahir di Boyolali 17 
tahun 8 bulan  dengan demikian Desty masih tergolong usia anak. 
Bahwa “dengan sengaja” adalah suatu perbuatan yang di kehendaki 
dan di lakukan dengan kesadaran beserta dengan akibat yang di timbulkan 
dari perbuatan tersebut. 
Bahwa berdasarkan fakta hukum, pada selasa tanggal 9 Agustur 2016 
sekitar pukul 20.00 WIB terdakwa Amat Safodin, terdakwa Sugito, 
Terdakwa Nuryanto, Ahmad Sarodi dan Bejo bertemu dengan Desty 
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Istiqomah saat mau membeli rokok kemudian terdakwa Nuryanto 
menanyakan dimana warung rokok lalu terdakwa Desty Istiqomah 
mengantarkan terdakwa Nuryanto dan bejo ke warung rokok sedangkan 
terdakwa Ahmad Safodin, terdakwa Sugito dan Ahmad Sarodi menunggu 
dijalan. Setelah membeli rokok kemudian terdakwa Nuryanto, bejo dan 
Desty Istiqomah kembali menemui terdakwa Amat Safodin, terdakwa 
Sugito, dan Ahmad Sarodin yang masih menunggu di jalan lalu terdakwa 
Nuryanto, terdakwa Amat Safrodin, terdakwa Sugito pergi ke kebun 
kosong dukuh krecek desa denggungan kecamatan banyudono kabupaten 
Boyolali bersama dengan Desty Istiqomah. Di kebun kosong tersebut 
kemudian Nuryanto dan terdakwa Amat Safodin, Desty Istiqomah dan 
terdakwa Sugito duduk berjejer kemudian desty Istiqomah mendekati 
terdakwa Amat Safodin dan mengobrol lalu Desty Istiqomah dan 
terdakwa Amat Safodin berjalan ke arah kebun kosong. Kemudian 
terdakwa Amat Safodin menarik tangan Desty Istiqomah sehingga Desty 
Istiqomah jatuh ke tanah dengan posisi terbaring, lalu terdakwa Amat 
Safodin melepas celananya, melepas celana dan melepas celana dalam 
Desty Istiqomah, mencium bibir Desty Istiqomah, menjilat payudara 
Desty istiqomah lalu Amat Safodin memasukkan kemaluanya ke dalam 
kemaluan Desty Istiqomah samapai mengeluarkan sperma di luar 
kemaluan Desty Istiqomah selanjutnya terdakwa Amat Safodin memakai 
celananya dan pergi meninggalkan Desty Istiqomah yang masih berbaring 
di tanah. Tidak lama kemudian datang lagi terdakwa Sugito melepaskan 
97 
 
 
 
celananya kemudian mencium bibir , menjilat payudara dan memasukan 
kemaluanya ke dalam kemaluanya Desty I stiqomah sampai 
mengeluarkan sperma di luar kemaluan Desty Istiqomah selanjutnya 
terdakwa Sugito memakai celananya dan pergi meninggalkan Desty 
Istiqomah yang masih berbaring di tanah. Tidak lama kemudian lagi 
datang terdakwa Nuryanto melepaskan celananya kemudian mencium 
bibir, menjilat payudara dan memasukan kemaluanya ke dalam kemaluan 
Desty Istiqomah sampai mengeluarkan sperma di dalam kemaluan Desty 
Istiqomah selanjutnya terdakwa Nuryanto memakai celananya dan pergi 
meninggalkan Desty Istiqomah yang masih berbaring di tanah. 
Bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana yang telah di uraikan di 
atas dapat di ambil kesimpulan bahwa perbuatan terdakwa-terdakwa yang 
mencium bibir, menjilat payudara lalu memasukkan kemaluanya kedalam 
kemaluan Desty Istiqomah sampai mengeluarkan sperma di luar kemaluan 
Desty Istiqomah di lakukan dengan tujuan untuk memuaskan nafsu 
kelamin terdakwa-terdakwa terhadap Desty Istiqomah. 
Bahwa apabila perbuatan terdakwa-terdakwa ini di hubungkan dengan 
pengertian “dengan sengaja” yaitu perbuatan yeng di kehendaki dan di 
lakukan dengan kesadaran beserta dengan akibat yang di timbulkan dari 
perbuatan tersebut maka perbuatan terdakwa-terdakwa tersebut termasuk 
dalam kategori perbuatan yang sengaja di lakukan oleh terdakwa-terdakwa 
dengan maksud untuk menyalurkan nafsu terdakwa-terdakwa, sehingga 
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demikian unsur “dengan sengaja” dalam hal ini terpenuhi oleh perbuatan 
terdakwa-terdakwa. 
3. Orang yang melakukan atau menyuruh melakukan atau yang turut melakukan 
perbuatan itu; 
Bahwa yang di maksud dengan “yang melakukan” adalah orang yang 
bertindak sendirian untuk mewujudkan seala anasir tindak pidana. 
Bahwa yang di maksud dengan “menyuruh melakukan” adalah dalam 
hal pelakunya paling sedikir ada 2 orang yakni yang menyuruh dan yang di 
suruh. Jadi bukan pelaku utama itu sendiri yang melakukan tindak pidana, 
tetapi dengan bantuan orang lain yang hanya merupakan alat saja. Meskipun 
demikian di anggap dan di hukum sebagai orang yang melakukan tindak 
pidana, sedangkan orang yang di suruh tidak dapat di hukum karena tidak 
dapat di pertanggungjawabkan atas perbuatanya: 
Bahwa yang di maksud dengan “turut serta melakukan” adalah 
melakukan bersama-sama. Dalam tindak pidana ini pelakunya paling sedikit 
ada dua orang, aykni yang melakukan dan yang turut melakukan dan dalam 
tindakanya keduanya harus melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi keduanya 
melakukan anasir tindak pidana itu: 
Bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah di uraikan dalam 
pertimbangan diatas, terdakwa-terdakwa telah melakukan perbuatan 
persetubuhan dengan Desty karena kemaluan terdakwa-terdakwa telah masuk 
kedalam kemaluan Desty dan persetubuhan tersebut di lakukan secar 
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bergantian oleh terdakwa Amat Safodin, terdakwa Sugito dan terdakwa 
Nuryanto: 
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut majelis 
hakim berkesimpulan bahwa perbuatan persetubuhan yang di lakukan oleh 
terdakwa-terdakwa terhadap Desty di lakukan oleh terdakwa-terdakwa 
bersama-sama: 
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka majelis 
hakim berkesimpulan unsur “turut serta melakukan perbuatan itu” dalam hal 
ini terpenuhi oleh perbuatan terdakwa-terdakwa: 
Sebagaimana dalam unsur-unsur sudah terpenuhi dan terbukti maka 
majelis hakim memutus perkara No.155/Pid.Sus/2016/PN.Byl dengan 
menjatuhkan pidana kepada terdakwa-terdakwa pidana penjara masing-
masing selama 10 (sepuluh) tahun dan denda masing-masing sejumlah Rp. 
2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan 
apabila denda tersebut tidak di bayar diganti dengan pidana kurungan masing-
masing selama 3(tiga) bulan; 
Sebagaimana yang sudah di jelaskan di atas unsur-unsurnya telah terbukti 
dan sesuai dengan dakwaan. 
3. Dakwaan alternatif ketiga 
Sebagaimana di atur dan di ancam Pidana dalam pasal 82 Undang-
undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas 
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahub 2002 tentang 
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Perlindungan anak Jo. Pasal 55ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum 
Pidana; 
Bahwa dalam pasal ini juga di anggap tidak tepat oleh hakim sama 
dengan dakwaan pertama karena terdakwa-terdakwa telah di dakwa oleh 
penuntut umum untuk dakwaan alternatif sehingga Majelis hakim tidak harus 
mempertimbangkan dakwaan penuntut umum satu persatu melainkan 
langsung menunjuk kepada dakwaan yang lebih cenderung mengarah kepada 
fakta-fakta hukum. 
Dari hasil di atas penulis berpendapat bahwa Majelis hakim dalam 
menjatuhkan hukuman pada pasal 81 ayat  2 Undang-undang No.35 tahun 
2014 tentang perlindungan anak yang masing-masing terdakwa di hukum 
penjara 10 tahun dan denda masing-masing sejumlah Rp. 2.500.000.000,00 
dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak di bayar di ganti dengan pidana 
kurungan masing-masing 3 bulan.  Menurut penulis sudah cukup adil karena 
sudah sesuai dengan undang-undang tentang perlindungan anak dimana 
dalam kasus ini korban yang bernama DI anak yang masih dibawah 18 tahun 
dan sesuai juga dengan sistem peradilan pidana anak yang di atur dalam UU 
No. 11 tahun 2012 mengenai proses penyelesaian perkara anak, serta 
memenuhi hak-hak anak dan difabel. 
Dengan putusan yang cukup berat pada terdakwa-terdakwa yaitu untuk 
memberikan efek jera dan tidak untuk mengulanginya kembali perbuatan 
tersebut serta mempunyai kehidupan yang lebih baik lagi untuk bersosial dan 
bermasyarakat. 
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B. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perkosaan 
Pada Anak Difabel. 
Dalam Islam menolak adanya perkosaan terhadap siapapun termasuk juga 
anak karena Islam memandang anak sebagai karunia Allah SWT yang wajib 
untuk di jaga. 
Dengan adanya kasus perkosaan  yang terjadi di desa kracak Denggungan 
Kecamatan Banyudono Kabupaten Boyolali telah melanggar batasan-batasan 
secara hukum islam. 
Secara umum dalam artian sederhana zina yang di lakukan oleh terdakwa-
terdakwa Amat Safodin alias Mat, Sugito alias Penjol, Nuryanto Bin Tarno yang 
melakukan tindak pidana dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan 
kejahatan seksual yaitu dengan mencium bibir, meremas-remas payudara dan 
memasukkan kelamin, hal tersebut merupakan perbuatan zina, karena zina 
merupakan jarimah yang melakukan hubungan seksual dengan cara 
memasukkan zakar ke dalam vagina wanita yang dinyatakan haram, bukan 
karena syubhat dan atas dasar syahwat
53
. 
Dalam Hukum Islam, memaksa berzina merupakan perkosaan yang 
pelakunya dapat hukuman berat yaitu selain hukuman had zina juga dapat di 
kenai ta‟zir jika telah terbukti, hukuman had zina adalah adalah rajam (di 
lempar dengan batu kecil) sampai mati bagi yang pelakunya berstatus suami, 
istri, duda atau janda artinya si pelaku adalah orang yang masih dalam status 
pernikahan atau pernah menikah secara sah. 
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Dasar hukumnya: 
 ِنْب ِالله ُدْبَع  لاق ُلْوُر َي ساهُبَع َلَع ٌسِّاَج َوُىَو باهُطَلخا ِنْب ُرَمُع ِوْيَلَع ُالله ىهُلَص ِالله ِلْولُسَر ٍَبَ ْ نِم ى
 ِب َمهُلَسَو ِوْيَلَع ُالله ىهُلَص اًد هُمَُمُ َثَع َب ْدَق َالله هُنِأ َمهُلَسَو َِِل َْ ُأ اهُمِ َناَكَف َباَتِكّْا ِوْيَلَع َلَِ ََْأَو ِّقَْلْ
 ِمْجهُرّا َُةيآ ِوْيَلَع  ُهَدْع َب اَنَْجََرَو َمهُلَساَو ِوْيَلَع ُالله ىهُلَص ِالله وُلُسَر َمَجَر َف اىاَنْلَرَعَو اىاَن ْ يَعَوَو اىَنَْأر َق
 ِرَف ِكْر َِتب ِاْوُلْضَي َف ِالله ِباَتِك ِفِ َمْجهُرّا َدََنَ اَم ُلِئَاق َلْوَر َي ْنَأ ُناَمز ِساهُنِّب َلَاط ْنِّ َشْخََأف ْى ُةَض
 َِ ََْأ ِتَمَاق اَذِأ ِإَسِّنّاَو ِلاَِجّرّا َنِم َنَصْخَأ اَذِأ َى ِز ْنِم ىَلَع هُقَح ِالله ِباَتِك ِفِ َمْجهُرّا هُنَّو ُالله َاَلَ 
.ُفًاتِْعِلأا ِوَأ ُلَْبلجَا َناَك َْوأ ُةَنِّي َبّْا 
“Abdullah bin Abbas berkata bahwa Umar bin Al-Khattab duduk di mimbar 
Rasulullah seraya berpidato, “sesungguhnya Allah mengutus Muhammad 
membawa kebenaran dan Allah menurunkan Al-Qur‟an kepadanya. Di 
antara ayat yang di turunkan itu ada ayat Rajam. Kami membacanya, 
mempelajarinya dan memahaminya. Selanjutnya Rasulullah melaksanakan 
hukuman rajam dan kami juga melaksanakan hukuman rajam setelah 
zaman beliau. Kata Umar, aku takut jika telah berlalu masa yang panjang 
ada orang yang berkata, kami tidak menemukan rajam di dalam Kitabullah, 
oleh sebab itu, mereka meninggalkan kewajiban yang di turunkan Allah, 
padahal sesungguhnya hukuman rajam itu adalah benar di dalam 
Kitabullah yang di berlakukan kepada orang yang berzina apabila ia 
beristri dan bersuami dati setiap laki-laki dan perempuan serta apabila 
telah kuat bukti, terjadi kehambilan, atau atas dasar pengakuan.” (HR. 
Muslim)”. 
 
Sedangkan bagi orang yang belum menikah atau di sebut juga dengan Zina 
ghairu muhshan adalah jarimah zina yang pelakunya masih berstatus perjaka 
atau gadis maka hukumanya adalah cambuk 100 kali.
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مِِبِ ْمُكْذُخَْتَ َلاَو .ٍةَدْلَج ًةَئاِم اَمُه ْ ن ِّم ٍدِحاَو هُلُك اْوُدِلْجَاف ِى اِهُ ّاَو ُةَِيَ اِهُ ّا َا  ِنْيِد ِفِ ٌةَْفَأر  ْمُت ْ نُك ْنِّ ِالله
 َْيِنِمْؤ
ُ
لما َن ِّم ٌةَِفئَاط اَمُه َباَذَع ْدَهْشَي ّو .ِرِخَلأا ِموَيّاَو ِللهِب َنوُنِمْؤ ُق 
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“perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap 
seseorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan 
kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika 
kamu beriman kepada Allah, dan hari Akhir, dan hendaknya (pelaksanaan) 
hukuman mereka di saksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman. 
(Q.S Al-Nur [24]:2)”. 
 
Namun  bagi wanita yang mengalami perkosaan  tidak di anggap berdosa 
dan oleh sebab itu tidak di kenakan hukuman, karena ia tidak berdaya dan tidak 
melakukan pelanggaran secara sengaja.  
Oleh karena adanya unsur paksaan inilah yang menjadikan syubhat. Nabi 
SAW menegaskan bahwa hudud harus di hindari jika terdapat unsur syubhat 
(keraguan). 
Dari pemaparan di atas maka dapat di simpulkan bahwa perkosaan  
berbeda denga perzinaan. Pada perzinaan adalah pihak yang terlibat melakukan 
dengan sukarela sehingga keduanya dapat di kenai sanksi hukuman rajam dan 
cambuk. Sedangkan pada memaksa berzina atau perkosaan  pelaku dapat dikenai 
sanksi hukuman rajam, cambuk ataupun ta‟zir tapi bagi korban tidak di hukum. 
 
 ِوْىَلَعاْوُِىرْكُتْسااَمَو ِناَىْسِّنّاَو َأطَلخا ِْتِ هُُمأ ْنَع ِلَِزَواََتَ َالله هُنِا 
 “Allah memaafkan umatku yang melakukan sesuatu karena keliru (tidak 
sengaja), lupa dan terpaksa,” (HR Ibnu Majah dari Ibnu Abbas)”. 
 
Oleh karena adanya paksaan inilah yang menjadikanya syubhat. Menurut 
Abdul Al-Qodir Audah, “ jika ada laki-laki hendak memperkosa wanita, 
sedangkan untuk membela diri tidak ada cara lain kecuali dengan membunuh, 
maka tindakan beladiri ini menjadi wajib. 
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Bahwa perzinaan sedikit berbeda dengan kejahatan seksual (perkosaan) 
kalau pada perzinaan pihak yang terlibat melakukan dengan sukarela, sehingga 
keduanya dapat di kenai hukuman rajam maupun cambuk. Namun pada 
kejahatan seksual (perkosaan) pelaku perkosaan dapat di jatuhi hukuman rajam 
ataupun cambuk sedangkan bagi korban tidak di hukum karena disini adanya 
unsur paksaan. 
Kasus perkosaan terhadap anak di bawah umur merupakan bukti bahwa 
belum berjalanya hukum Islam dan minimnya pengetahuan hukum Islam 
berkaitan dengan seks yang sangat menyimpang dari norma Islam. 
Jika hukuman secara lisan di terapkan dalam kehidupan nyata di 
Indonesian ini maka penulis berpendapat bahwa akan sangat mengurangi pelaku 
tindak pidana perkosaan terhadap anak. Karena hukuman secara Islam lebih 
menimbulkan kerugian nyata dan menimbulkan efek jera yang tegas bagi pelaku 
jika di bandingkan dengan hukum positif. 
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BAB V 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan analisis  tinjauan hukum pidana Islam terhadap pelaku tindak 
pidana perkosaan  pada anak difabel (studi putusan Pengadilan Negeri Boyolali 
No.155/Pid.Sus/PN/Byl) yang telah di uraikan panjang lebar secara obyektif dan 
ilmiah, maka dapat di simpulkan sebagai berikut: 
1. Dalam Undang-undang sudah jelas melarang tindak perkosaan terhadap anak 
difabel, bahkan di imbangi dengan sanksi yang berat bagi pelaku perkosaan 
pada anak.  Pada kasus perkosaan yang di lakukan para terdakwa-terdakwa 
terhadap anak difabel di desa kracak denggungan Kecamatan Banyudono 
Kabupaten Boyolali yang di dakwa dengan  dakwaan alternatif yaitu pertama 
sebagaimana yang di atur dan di ancam pidana pasal 81 ayat 2 Undang-
undang No 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak  yang di dakwakan oleh 
penuntut umum dengan dakwaa alternatif  hukum penjara 10 tahun dan denda 
masing-masing sejumlah Rp. 2.500.000.000,00 dengan ketentuan apabila 
denda tersebut tidak di bayar di ganti dengan pidana kurungan masing-masing 
3 bulan. 
2. Sedangkan dalam hukum Islam melarang juga adanya memaksa zina 
(perkosaan). Islam juga memberikan sanksi yang tegas mengenai perkosaan 
baik itu dengan unsur pemaksaan ataupun tidak sama sekali. Seperti yang 
sudah di uraikan di bab-bab di atas yang menyatakan hukuman rajam bagi 
pelaku zina muhshan yaitu zina yang pelakunya bersuami, istri, duda ataupun 
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janda, dan zina ghoiru muhshan yaitu pelakunya masih berstatus perjaka atau 
gadis.pada kasus kejahatan seksual yang di lakukan terdakwa ini seharusnya 
di kenai hukuman had. Sedangkan bagi korban Desty tidak di jatuhi 
hukuman. Ini di karenakan adanya unsur paksaan. 
 
B. Saran 
Adapun saran yang penulis sampaikan dalam bab akhir skripsi ini semoga 
bermanfaat sebagai masukan di antaranya: 
1. Bagi orang tua di harapkan untuk lebih berhati-hati dan mengawasi pergaulan 
dan lingkungan yang baik untuk si anak, menghargai hak dan kewajiban 
anak, karena anak merupakan ladang bagi orang tua pada buah hatinya. 
2. Perlunya pendidikan buat masyarakat dalam rangka mencegah perbuatan 
kejahatan seksual kepada anak. 
3. Pemerintah seharusnya memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan 
seksual terhadap anak dengan adanya hukuman tambahan karena anak adalah 
aset sebuah bangsa untuk generasi yang akan datang. 
 
 
 
 
 
 
107 
 
 
 
DAFTAR PUSTAKA 
Afandi, Yuyun. Pemberdayaan dan Pendampingan Perempuan Korban 
Kekerasan Seksual Perspektif Al-Qur‟an, Semarang: Walisongo Press, 
2010. 
Ali, Zainuddin.  Hukum Pidana Islam, Jakarta: Sinar Grafika, 2009. 
Ali, Zainuddin. Hukum Pidan Islam, Jakarta: Sinar Grafika, 2012. 
Amiruddin dan Asikin Zaenal, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta:, 
Raja Grafindo Persada, 2006. 
Ari Wijayanto, Puguh. “Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Kaum Difabel 
Sebagai Korban Tindak Pidana” Jurnal UAJY, (Yogjakarta), 2013. 
Arifin, Zaenal Abidin. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Bandung: Sinar 
Baru, 2007. 
Atmasasmita, Romli.  Hukum Pidana Masa Kini, Jakarta: Total Media, 2014. 
Ayu Maulidiya, Ranti. “Advokasi Terhadap Korban Kekerasan Seksual studi 
kasus sasana integrasi dan advokasi difabel (SIGAB)” Skripsi tidak di 
terbitkan, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016. 
Azwar, Syaifudin. Metodologi Penelitian, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999. 
 Bassir,  M Sudrajat. Tindak-Tindak  Pidana Tertentu di dalam KUHP, Bandung: 
Remadja Karya, 1986. 
Endang,  Rochyadi.  Pengembangan Program Pembelajaran Individual Bagi 
Anak Tunagrahita, Jakarta: Depdiknas, 2005. 
Fitrianing Tiyastuti, Betty. “Studi Komparasi Pemidanaan Terhadap Pelaku 
Tindak Pidana Perkosaan Pada Anak Difabel dan Non Difabel”, Skripsi 
tidak di terbitkan, Jurusan Hukum UMS Surakarta, Surakarta, 2009. 
Goefita, Arief.  Relevansi Viktimologi dengan Pelayanan terhadap Para Korban 
Perkosaan, Jakarta: Ind Hil Co, 1997. 
Goesita, Arief. Masalah Perlindungan Anak, Jakarta: Sinar Grafika, 1992. 
Hasan,  Maulana.  Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak, Jakarta: 
Garfindo 2000. 
Irfan, M Nurul. Gratifikasi dan Kriminalisasi Seksual, Jakarta: Amzah, 2014. 
108 
 
 
 
Kasiyati, Kasiyati.  “Problema Perlindungan Anak Berhadapan Dengan Hukum 
di Indonesia (Studi Pendampingan Majelis Hukum dan HAM Pimpinan 
Wilayah „Aisyiyah Jawa Tengah,” Jurnal Al-Ahkam, (Surakarta) vol 1. 
Nomor 1, 2016. 
Majfuq, Zuhdi. Masail Fiqhiyah, Jakarta: PT. Toko Gunung Agung,1997. 
Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta: Bina Aksara, 1987. 
Munajat, Makrus.  Fiqh Jinayah (Hukum Pidana Islam), Pesantren Newesea 
Press, 2010. 
Nashir M. Metode Penelitian, Jakarta: Gahlia Indonesia, 1998. 
Pasal 285 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). 
Pasal 81 Undang-undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. 
Putusan Pengadilan Negeri Boyolali No. 155/Pid.Sus/2016/PN Byl. 
Salam, M Faisal.  Hukum Acara Peradilan Anak Di Indonesia, Bandung: Mandar 
Maju, 2005. 
Subakti, Natangsa. Filsafat Hukum, Surakarta: Fakultas Hukum Universitas 
Muhammadiyah Surakarta, 2005. 
Sunggono,  Bambang.  Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 
2003. 
Syafi‟i  M. “Sistem Hukum Di Indonesia Diskriminatif Kepada Difabel,” Jurnal 
Difabel,Volume 2, 2015. 
Undang-undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak. 
Undang-undang No. 13 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. 
Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. 
Undang-undang No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas. 
Wakhid, Abdul dan Irfan Muhammad.  Perlindungan Terhadap Korban 
Kekerasan Seksual “Advokasi Atas Hak Asasi Manusia”, Bandung: PT. 
Refika Aditama, 2001. 
Waluyo, Bambang. Pidana dan Pemidanaan, Jakarta: Sinar Grafika,2000. 
Widnyana,  Made.  Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta: PT.  Fikahati Anesta,2010. 
109 
 
 
 
Widoyoko, Eko Putro. Tekni Penyusunan Instrumen Penelitian, Yogyakarta: 
Pustaka Pelajar, 2012. 
Wignjosoebroto, Soetandyo. Pelecehan Seksual, Yogyakarta: Fakultas Hukum 
UII 
Wijoyo R. Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika 
2016 
Yatimin. Etika Seksual dan Penyimpangan Dalam Islam, pekanbaru: Amzah, 
2003. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
110 
 
 
 
 
 
DAFTAR RIWAYAT HIDUP 
 
Nama : Anis Thoifah 
Tempat Lahir : Demak 
Tanggal Lahir : 27 Januari 1996 
Agama : Islam 
Alamat : Ds. Serangan RT. 01 RW. 02, Kec. Bonang Kab. Demak 
Kode Pos  : 59552 
Golongan Darah  : O 
Nama Ayah  : Mashadi 
Nama Ibu  : Zubaidah 
No. HP  : 085943454065 
Email  : anisthoifah96@gmail.com 
Motto Hidup  : siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan dapat 
Riwayat Pendidikan   :  
1. TK Budi Rahayu      2001-2002 
2. SDN Serangan 1      2002-2008 
3. SMP Takhassus Al-Qur,an    2008-2011 
4. SMA Takhassus Al-Qur,an    2011-2014 
5. IAIN Surakarta      2014-Sekarang 
 
Riwayat Organisasi  : 
1. HMJ Hukum Pidana Islam    2015-2016 
2. DEMA IAIN Surakarta Kabinet Nusantara  2016-2017 
3. UKM LPM Dinamika IAIN Surakarta   2016-2018 
 
 
 
